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ABSTRAK 
KEDUDUKAN HUKUM MASYARAKAT ADAT BADAN PERJUANGAN 

RAKYAT PENUNGGU INDONESIA (BPRPI)  
DALAM PENGUASAAN TANAH EKS HGU PTPN II 

DI DESA SAMPALI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN  
KABUPATEN DELI SERDANG 

(STUDI KANTOR SEKRETARIAT BPRPI) 
 

OLEH 
SOFYAN MUIS GAJAH 

188400149 
 

Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia adalah sebuah kelompok 
Masyarakat Adat Melayu Deli yang  memperjuangkan Hak Ulayat nya.  Lahirnya 
BPRPI pada tahun 1953 berakar konflik yang menimpa Masyarakat Adat Melayu 
sebagaimana mengalami hambatan dalam penguasaan Hak Ulayat. Adapun alas hak 
Masyarakat Adat BPRPI dalam penguasaan tersebut berdasarkan Historis dan Akta 
Konsesi  1898 Sultan Deli. Setelah mengalami konflik dalam menguasai objek 
tersebut, Masyarakat Adat BPRPI membawa konflik ini ke meja Persidangan 
sehingga Hakim memutuskan bahwa yang berwewenang dalam penguasaan objek 
tersebut adalah Masyarakat Adat BPRPI berdasarkan Putusun Mahkamah Agung  
No. 1734K/Pdt/2001. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana 
Pengaturan Hak terhadap Status Tanah Ulayat dan Adat di Indonesia, Bagaimana 
Hak Masyarakat Adat BPRPI dalam Penguasaan Tanah Eks HGU di Desa Sampali, 
Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang dan Bagaimana Hambatan dalam 
Penguasaan Tanah Eks HGU PTPN II oleh Masyarakat Adat BPRPI. Metode 
penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dengan memperoleh 
data melalui bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari dokumen resmi, 
buku-buku, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi terkait serta 
wawancara dengan sifat desriptif analisis yang menggunakan analisis kualitatif 
dengan pendekatan melalui studi kepustakaan dan lapangan. Hasil Penelitian nya 
adalah Regulasi yang mengatur tentang kedudukan Hak Ulayat diatur di UUD 1945 
Pasal 18 B Ayat (3) dan 28 I Ayat (2), kemudian di Undang-undang No. 5 Tahun 
1960 Tentang UUPA Pasal 3 dan 5, Undang-undang No. 41 Tahun 1999  Tentang 
Kehutanan Pasal 67 Ayat (1),  Undang -undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM 
Pasal 6 Ayat (1) dan (2) dan Peraturan Mentri Agraria No. 18 Tahun 2019 Tentang 
Tata cara penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Hak 
Masyarakat Adat BPRPI dalam penguasaan Tanah Eks HGU PTPN II di Desa 
Sampali berdasarkan Akta Konsesi 1898 Sultan Deli dan Putusun Mahkamah 
Agung  No. 1734K/Pdt/2001. Hambatan Masyarakat Adat BPRPI dalam 
penguasaan Tanah Eks HGU di Desa Sampali adalah penggarap Organisasi 
Masyakat Pemuda Pancasila ataupun yang disebut dengan PP yang ingin menguasai 
lahan tersebut Kemudian ada beberapa orang yang mengaku mempunyai hak milik 
tanah di daerah Hak Ulayat Masyarakat Adat BPRPI Kampung Tanjung Mulia di 
Desa Sampali dengan dasar hukum Putusan Pengadilan juga.  

Kata Kunci: BPRPI, Penguasaan,Tanah. 
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ABSTRACK 
THE POSITION OF INDIGENOUS PEOPLES LAW OF THE PUBLIC 

STRUGGLE WITH PEOPLE'S WATCHGU INDONESIA (BPRPI) IN THE 
POSSESSION OF EX HGU PTPN II LAND IN 

SAMPALI VILLAGE PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG 
(STUDY AT BPRPI SECRETARIAT OFFICE) 

 

BY 
SOFYAN MUIS GAJAH 

188400149 
 

The Indonesian People's Struggle Agency is a Malay Indigenous People group that 
fights for His Rights. The birth of BPRPI in 1953 rooted for a conflict that struck 
the Malay Society as a real obstacle in the mastery of Ulwrench. The BPRPI 
Indigenous People's rights are in the mastery based on Historical and the 1898 
Sultan Concession Deed. After experiencing the conflict in mastering the object, the 
BPRPI Indigenous Peoples brought this conflict to the Trial table so that the Judge 
decided that what berwewenang in the possession of the object is the BPRPI 
Indigenous People based on Supreme Court No. 1734K/Pdf/2001. The problem in 
this study is How Rights Regulation on Tanah Ulwrench and Customs in Indonesia, 
How Indigenous Right People BPRPI in HGU Mastery in Sampali Village, District 
Percut Sei Tuan, Deli Serdang and How Obstacle at BPRPI II Society in PT HGU 
Regency. The research method used is normative Juridical research by obtaining 
data through primary and secondary legal materials originating from official 
documents, books, laws and data from related agencies and interviews with the 
nature of the analysis using desriptif analysis using qualitative analysis with 
approaches through library and field studies. The results of the Study are 
Regulations that regulate the position of the Right of Ulayat Law in the 1945 Article 
18 B Paragraph (3) and 28 I Paragraph (2), then in Law No. 5 of the year 1960 
concerning UUPA Article 3 and 5, Law No. 41 of 1999 concerning Forestry Article 
67 Paragraph (1), Law  No. 39 Year 1999 Concerning Human Rights Article 6 
Paragraph (1) and (2) and Ministerial Regulation Allarians No. In 18, 2019 About 
Procedures penatausahaan Land Ulayat Unitary Society of Indigenous Peoples. 
The BPRPI Indigenous People's Rights in Tanah Ex HGU PTPN II in Sampali 
Village based on the Deed 1898 Sultan Deli and Putusun Supreme Court No. 
1734K/Pdf/2001. Indigenous People's Resistance in the mastery of Ex HGU Land 
in Sampali Village is the pursuit of young pancasila sociate Organization or called 
PP who wants to master the land, then there are some people who claim to have 
land property rights in the area of Ulwrenching Indigenous Peoples Village of 
Tanjung Sampali Village and Law at the Sampali Law. 

Keyword: BPRPI, Authority, Land. 
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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan karunia berupa kesehatan, kelapangan berfikir, dan kelancaran kepada 

penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga diselesaikan 

dengan baik. Adapun skripsi yang penulis selesaikan ialah dengan judul 

“Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu 

Indonesia (BPRPI) dalam penguasaan tanah Eks HGU PTPN II di 

Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang (Studi Kantor 

Sekretariat BPRPI)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas 

Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini akan menjelaskan Bagaimana 

Kedudukan Hukum Masyakat Adat BPRPI dalam penguasaan Tanah Eks HGU 

PTPNI II di Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang.  

 Secara khusus, penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih beserta 

sembah sujud kepada kedua orang tua penulis, yaitu Ayah penulis Muhammad Arif 

Gajah dan Ibu penulis Nur Mina Br. Simamora, yang terus mendoakan penulis dan 

dorongan yang kuat dengan rasa kasih sayang yang kuat sehingga penulis semakin 

termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Serta ucapkan 

terima kasih kepada Kakak Penulis Delima Gajah yang telah menghabiskan masa 

mudanya di negeri orang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membiayai 

sipenulis untuk menyelesaikan studinya, begitu juga kepada Syarifuddin Gajah 

yang merupakan sahabat dan juga abangnya sipenulis dan Srimulyana Gajah sosok 

yang selalu memberikan motivasi dan dukungan moril dan materil. Kemudian  
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seluruh pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik 

dengan dukungan moral dan semangat yang kuat. Serta tak lupa pula secara khusus 

penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Kampung Masyarakat Adat 

BPRPI Kampung Tanjung Mulia Desa Sampali Bapak Sahruddin dan Tokoh 

Masyarakat Adat BPRPI Bapak Harun Noeh, yang telah bersedia dan Mendukung 

si penulis menjadikan Konflik Ulayat Masyarakat Adat BPRPI Kampung Tanjung 

Mulia Desa Sampali sebagai bahan kajian tugas akhir sipenulis dan Sekretariat 

BPRPI Kampung Tanjung Mulia Desa sambapali sebagai  tempat penelitian. 

 Selanjutnya ijinkan penulis pada kesempatan ini untuk mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada:  

1. Bapak Prof. Dadan Ramdan, M. Eng., M. Sc. Selaku Rektor Universitas 

Medan Area, atas kesempatan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis 

untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas 

Hukum Universitas Medan Area.  

2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat 

menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.  

3. Ibu Aggreni Atmei Lubis, SH., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang 

Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas 

Hukum Universitas Medan Area dan selaku Ketua penulis dalam 

menjalankan sidang skripsi.  

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH., MH. Selaku Wakil Dekan Bidang 

Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan 

Area. 
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5. Ibu Fitri Yani Siregar, SH., MH. Selaku Kepada Bidang Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas arahannya pada penentuan

judul skripsi peneliti.

6. H. A. Lawali Hasibuan, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing I penulis.

7. Mahalia Nola Pohan, SH., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing II penulis.

8. Mohd. Roully P. Lubis, SH., MH. Selaku Sekretaris seminar penulis.

9. Toni Eka Syahputa, Wahit Muallim Silalahi, Alvin Joe, Ramadhan,

Roykhan Lumban Gaol, Andriaman Tamba dan Yusril Sihotang, selaku

Orang-Orang yang menghiasai dan mewarnai catatan kisah hidup si penulis

selama ber Mahasiswa.

10. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UMA yang telah menjadi

Rumah, Sekolah dan Keluarga Bagi si penulis, sehingga si penulis mampun

mengenal dunia Intelektual, Islam dan Indonesia sebagaimana yang

sesungguhnya.

11. Komunitas Mahasiswa Hukum (KMH) UMA sebuah komunitas yang

dibentuk sipenulis bersama salah satu sahabat terbaiknya yaitu Toni Eka

Syahputra, yang dimana hiruk-pikuk yang di hadapi bersama-sama dalam

membentuk komunitas ini sehingga sekarang sudah mendapat legitmasi

Fakultas Hukum UMA.

12. Rekan-rekan juang sipenulis di HMI Komisariat UMA Toni, Wahit, Dayat, 

Farhan Muhaimin, Dian, Sairahman, Sonia, Rusdi, Zizah dan jajaran 

Presidium HMI Komisariat UMA yang hingga hari ini masih komitmen 

mensupport dan membantu si penulis menjalankan roda organisasi 

himpunan ini, beserta para senior yang telah mendidik si penulis hingga 

tumbuh seperti ini dan
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adek-adekan di himpunan ini sebagai aset dan tulang punggung himpunan 

yang penulis cintai. 

 Akhir kata, atas segala budi dari semua pihak kiranya mendapatkan 

lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan 

dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa, dan Negara. 

Demikianlah penulis niatkan dengan tulisan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua. 

Medan, 17 Agustus 2022 
        Penulis 

 
 
 

Sofyan Muis Gajah 
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1 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan etnis, suku, ras, kebudayaan, 

dan kepercayaan. Kekayaan tersebut terbentang dari Pulau Sabang sampai ke 

Merauke, dimana dari tiap daerah dan tiap wilayah mempunyai Beragam 

Kebudayaan dan kebiasaan. Kebudayaan sering disejajarkan, dari asal kata: cultuur 

(bahasa Belanda), kultur (bahasa Jerman), culture (bahasa Inggris dan Perancis) 

atau cultura (bahasa Latin), serta sederetan kata lain yang tumpang tindih lewat kata 

kebudayaan yaitu: civilization (bahasa Inggris dan Perancis), civilta (bahasa Italia) 

dan bildung (bahasa Jerman). Sedangkan kata tersebut berbeda satu sama lain, 

Seperti culture (bahasa Perancis) searti dengan kata bildung (bahasa Jerman) dan 

education (bahasa Inggris) yang mengandung arti budi halus, keadaban, lalu 

disamakan dengan kata kebudayaan.1  

Kebudayaan merupakan hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) 

manusia seperti kepercayaan, kesenian ataupun adat istiadat. Kemudian kebiasaan 

merupakan sesuatu yang biasa dikerjakan dan sebagainya. Kebudayaan dan 

kebiasaan tentunya tidak lepas dari dalam kehidupan aktivitas masyarakat, karena 

manusia merupakan mahluk sosial yang tidak lepas dari kebudayaan dan kebiasaan 

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuknya aturan yang tidak tertulis 

didalam masyarakat. Peraturan tidak tertulis tentunya sudah ada sejak beberapa 

puluhan juta tahun lalu, dimana peraturan tidak tertulis kerap dijadikan sebagai 

 
 1Mudji Sutrisno, 2008, Filsafat Kebudayaan- Ihtiar Sebuah Teks, Cetekan Pertama, 
(Jakarta: Hujan Kabisat), hlm,1. 
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acuan untuk menjaga kestabilan didalam masyakat terdahulu, sehingga masyarakat 

terdaluhu menyebut sebagai Adat.  

Menurut Jalaluddin Tunsam (seorang yang berkebangsaan Arab yang 

tinggal di Aceh dalam tulisannya pada tahun 1660). "Adat" berasal dari bahasa Arab 

 adah), yang berarti "cara", "kebiasaan".2 Adat (ةعَاد bentuk jamak dari , عادات

merupakan aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut dilakukan sejak 

dahulu kala.  Orang terdahulu kerap menjadikan Adat sebagai Acuan fundamental 

dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dan menjunjung tinggi kesakralannya. 

Seiring denga perkembangan zaman, Adat itu sendiri masih dijaga, dilestarikan, 

dan dijadikan sebagai acuan fundamental oleh beberapa kelompok masyarakat yang 

ada di beberapa daerah di Indonesia sehingga mereka kerap di sebut sebagai 

masyarakat adat.  

Pada tahun 2018 Masyarakat Adat yang ada di seluruh Indonesia sebanyak 

70 Juta yang terbagi 2.371 komunitas3, dimana Masyarakat Adat secara jelas 

mendapat pengakuan dari negara sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 18D 

Ayat 1 UUD 1945 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang, menurut Hazairin Masyarakat Adat 

adalah sebuah kesatuan hukum, kesatuan penguasaan dan kesatuan lingkungan 

 
 2H. Munir Salim,” Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat 
Masyarakat Adat Nusantara”, Al-Daulah Vol. 6, No. 1, Juni 2017, hlm.  65. 
 3Diakses, https://katadata.co.id/padjar/infografik/5f8030631f92a/sebaran-masyarakat-
adat 10 Januari 2022 Pukul 06:57 WIB.  
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hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua warganya4, kemudian 

di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 15 tentang Tata Cara Penetapan Hak 

Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam 

Kawasan Tertentu, menyebutkan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat 

adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum 

adat sepanjang kenyataannya masih ada. 

Jauh sebelum Negara Indonesia berdiri, Masyarkat Adat sudah mengatur 

tentang Perkawinan, perceraian, waris, pengangkatan anak, perjanjian, dan 

ketentuan lainnya, serta tidak terlepas dengan pengaturan tentang tanah. Tanah 

sendiri mempunyai peranan penting dalam kebutuhan masyarakat adat, mulai dari 

tempat tinggal, lahan pertanian, tempat melaksakan ritual adat, dan tempat-tempat 

lainnya, serta tanah yang dikuasi oleh masyarakat adat disebut dengan sebutan hak 

ulayat ataupun tanah adat.   

Dalam kepustakaan hukum adat, hak masyarakat hukum atas tanah disebut 

“Beschikkingsrecht”, namun di berbagai daerah di Indonesia dikenal bermacam-

macam istilah untuk memberikan gambaran tentang hak masyarakat hukum 

tersebut, misalnya: “petuanan” (Ambon), “panyampeto” (Kalimantan), 

“wewengkon” (Jawa), “prabumian” (Bali), “limpo” (Sulawesi Selatan), “paer” 

(Lombok), “ulayat” (Minangkabau) dan banyak lagi istilah-istilah yang digunakan 

untuk beschikkingsrecht itu , dan “tanoh umum” atau “tanoh masyarakat” di 

 
 4Jhon Haba,” Realitas Masyarakat Adat Di Indonesia: Sebuah Refleksi”, Masyarakat & 
Budaya,Vol. 12 No. 2 Tahun 2010.Hlm. 2. 
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Aceh5. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria menggunakan istilah hak ulayat, 

yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UUPA: “Dengan mengingat 

ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang 

serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut 

kenyataannya. Boedi Harsono mengatakan “Hak ulayat merupakan rangkaian 

wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan 

tanah yang berada dalam lingkungan wilayahnya sebagai faktor pendukung paling 

utama untuk kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Wewenang dan kewajiban 

hak ulayat ada yang termasuk dalam bidang hukum perdata, yaitu segala sesuatu 

yang berhubungan dengan hak bersama atas tanah, ada juga yang termasuk hukum 

publik, berupa kewenangan untuk mengelola, mengatur peruntukan, penggunaan 

dan pemeliharaannya”.6 

Hak Ulayat pada dasarnya berkenaan dengan hubungan hukum antara 

masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Hubungan 

hukum tersebut berisi wewenang dan kewajiban terhadap tanah dengan segala 

isinya, yakni perairan, tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam wilayahnya yang 

menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya. Karena itu ruang lingkup hak 

ulayat meliputi segala sumber daya agraria yang ada dalam lingkungan wilayahnya 

dan tanah merupakan obyek hak ulayat yang utama. 

 
 5Ilyas Ismail, Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria 
Nasional, KANUN No. 50 Edisi April Tahun 2010, Hlm 51. 
 6Boedi Harsono,2005,“Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang 
Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya”, Djambatan, Jakarta, Hlm. 186 
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Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat 

mempunyai kekuatan berlaku kedalam dan keluar.7 Kedalam berhubungan dengan 

para warganya, sedang kekuatan berlaku keluar dalam hubungannya dengan bukan 

anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut “orang asing atau orang luar”. 

Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat ialah memelihara 

kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga 

jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah dan 

kalau terjadi sengketa ia wajib menyelesaikan. Sedangkan untuk hak ulayat 

mempunyai kekuatan berlaku ke luar adalah hak ulayat dipertahankan dan 

dilaksanakan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. 

Orang-orang asing, artinya orang-orang yang bukan warga masyarakat hukum adat 

yang bersangkutan yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka 

tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah suatu masyarakat hukum adat 

tanpa ijin penguasa adatnya.  

Di Indonesia sendiri terdapat tiga klasifikasi atas status tanah. Pertama, 

hak milik. Ketentuan mengenai hak milik diatur dalam UUPA Pasal 20-27. Status 

ini dimiiki oleh pribadi maupun organisasi atau institusi. Kedua, hak ulayat. Hak 

ulayat adalah hak yang dimiliki masyarakat-masyarakat hukum adat dengan tanah 

dalam wilayah yang disebut “tanah ulayat”. Ketiga, status tanah yang dikuasai oleh 

negara. Negara dalam konteks Indonesia baik dalam bentuk kerajaan maupun 

negara kesatuan Republik Indonesia. Terjadinya perubahan status tanah, seperti 

tanah ulayat menjadi tanah dikuasai negara maupun perubahan status terhadap hak 

 
 7 Boedi Harsono,2005,“Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang 
Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya”, Djambatan, Jakarta, Hlm 190. 
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milik diatur dalam Kitab UUPA 1960. Perubahan terhadap status tanah kerap 

menimbulkan sengketa. 

Seiring dengan perkembangan zaman, arus globalisasi begitu besar dengan 

situasi tersebut mendorong terciptanya beberapa organisasi atau komunitas adat 

yang ada di Nusantara untuk menperjuang kan hak-hak mereka secara Ekonomi, 

Politik, Hukum dan Sosial. Maka dengan ini berdirilah Organisasi masyarakat adat 

Seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Masyarakat Adat Nusantara 

(MATRA), Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh (JKMA), Lembaga Adat 

Melayu (LAM) Riau, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Badan Perjuangan Rakyat 

Penunggu Indonesia (BPRPI) dan Organisasi Masyarakat Adat lainnya yang ada di 

beberapa daerah. 

Sumatera Utara sendiri terdapat beberapa organisasi Masyarakat Adat, 

salah satu diantaranya ialah Masyarakat Adat BPRPI. BPRPI adalah organisasi 

Masyarakat Adat Melayu yang berdiri sejak tahun 1953. Kendati didirikan tahun 

1953, tetapi akar BPRPI sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Sebelum 

masuknya Belanda ke Sumatera Timur, Rakyat penunggu (orang Melayu) telah 

mengenal cara bercocok tanam ladang berpindah atau yang disebut berladang reba. 

Aktivitas ini dilakukan bergotong-royong dengan cara membuka, memotong, dan 

membersihkan hutan. Setelah membuka hutan, masyarakat adat akan mengolahnya 

menjadi tanah pertanian. Sistem perladangan yang dikembangkan oleh masyarakat 

adat diatur oleh ketua adat atau pemangku adat. Penebangan hutan dikontrol dan 

diatur sesuai hukum adat yang berlaku. Disamping untuk kegiatan bercocok tanam, 

hutan dibuka juga untuk tempat beternak dan berburu.  
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Masyarakat adat BPRPI secara konstitusional mempunyai hak dalam 

penguasaan tanah yang telah mereka tempati secara turun temurun sebagaimana 

yang diatur di pasal 18 D ayat 2 UUD 1945. Masyarakat adat BPRPI tentunya 

hingga hari ini masih mempertahankan hak-hak mereka dalam penguasaan hak 

ulayat dan tanah adat tersebut, untuk menjaga kebudayaan dan adat istiadat serta 

menggantung hidup mereka dari pengelolan hasil tanah tersebut.  

Dalam beberapa tahun terakhir kedudukan masyarakat adat kerap terusik 

dan mendapatkan itimidasi, terusik bukan terdampak dari bencana alam dan 

terintimidasi bukan disebabkan binatang liar ataupun buas, akan tetapi dari kaum 

pemodal yang secara perlahan-lahan menggerogoti hak-hak mereka. Tidak hanya 

itu, bahkan secara tidak langsung mereka diusir dari tanah kelahiran dan warisan 

para leluhur mereka tanpa memikirkan masa depan masyarakat adat tersebut, 

sehingga menimbulkan beberapa gesekan diantara masyarakat adat dengan oknum 

Kepolisian dan TNI yang kerap dijadikan sebagai temeng pelindung kaum pemodal 

tersebut. 

Sepanjang Tahun 2020 sedikitnya telah terjadi 241 letusan konflik agraria 

akibat praktik-praktik perampasan tanah dan penggusuran. Konflik tersebut 

tersebar di 359 kampung/desa, melibatkan 135.337 KK di atas tanah seluas 

624.272,711  hektar. Letusan-letusan konflik tersebut terjadi di semua sektor, di 

Sektor Perkebunan menjadi penyebab letusan konflik agraria tertinggi sebanyak 

122 letusan konflik, kedua Sektor Kehutanan (41), disusul Pembangunan 

infrastruktur (30), Bisnis properti (20), Pertambangan (12), Fasilitas militer (11), 

Pesisir dan Pulau-pulau kecil (3) dan Agribisnis (2). Konflik agraria di sektor 

perkebunan tercatat naik sebanyak 28 %, dari 87 letusan konflik pada tahun 2019 
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menjadi 122 kasus pada 2020. Sedangkan, sektor kehutanan mencatat kenaikan 

hingga 100 %, dari 20 letusan konflik pada 2019 menjadi 41 kasus pada 2020. pada 

tahun ini, ada 30 provinsi terdampak konflik agraria, dan Pulau Sumatera 

mendominasi konflik agraria yang terjadi. Lima besar provinsi dengan letusan 

konflik agraria terbanyak terjadi di Riau sebanyak 29 letusan konflik, Jambi (21), 

Sumatra Utara (18), Sumatra Selatan (17) dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 16 

letusan konflik.8 

Sumatera Utara sendiri urutan nomor tiga teratas konflik agraria sekala 

nasional, Konflik tersebut meliputi Pemukiman masyarakat, lahan pertanian, dan 

areal perhutanan, serta hutan adat dan hak ulayat menjadi salah satu terdampak dari 

konflik agraria di Sumatera Utara9. Salah satu contohnya konflik agraria di 

Sumatera Utara yang hari ini belum dapat diselesaikan adalah konflik antara PTPN 

II dengan masyarakat yang menempati lahan Eks HGU PTPN II tersebut. Koflik 

tersebut disebabkan PTPN II mengklaim bahwa lahan yang sudah ditempati 

masyarakat tersebut merupakan hak penguasaan mereka dengan dasar mengantongi 

izin HGU dari pemerintah, sementara masyarakat sekitar yang sudah bermukim di 

areal tersebut sudah menjadi masyarakat tetap di areal konflik, bahkan jauh-jauh 

hari sebelum izin HGU PTPN II itu diterbitkan oleh lembaga yang berwewenang.   

Tidak hanya dengan dengan masyakat umum, tetapi juga dengan 

Masyarakat Adat. Salah satunya merupakan Masyarakat Adat BPRPI yang hingga 

 
 8Konsorium Pembaharuan Agraria, “Data Konflik Agraria di Indonesia Tahun 2020” di 
akses pada http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/223/Catahu_2020_KPA:_Pandemi_Covid-
19_dan_Perampasan_Tanah_Berskala_Besar// Senin, 17 Januari 2022 Pukul 10:15 Wib. 
 9Konsorium Pembaharuan Agraria, “Data Konflik Agraria di Indonesia Tahun 2020” di 
akses pada http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/223/Catahu_2020_KPA:_Pandemi_Covid-
19_dan_Perampasan_Tanah_Berskala_Besar// Senin, 17 Januari 2022 Pukul 10:15 Wib 
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hari ini masih berkonflik dengan PTPN II, konflik diantaranya ialah pengklaiman 

oleh PTPN II terhadap hak ulayat dan tanah adat masyarakat adat BPRPI di 

beberapa daerah Deli Serdang, Binjai, dan juga Langkat. kemudian penggusuran 

yang dilakukan oleh pihak PTPN II kepada masyarakat adat tersebut dengan cara 

pemaksaan dan arogansi sehingga menimbulkan pertumpahan darah antara 

masyarakat adat dengan oknum aparat yang kerap dijadikan sebagai temeng ketika 

dilakukan penggusuran.   

Kemudian disisi lain maraknya para penggarap tanah atau Organisasi 

Kepemudaan (OKP) yang mengklaim bahwa tanah yang dikuasai Masyarakat Adat 

BPRPI adalah milik mereka tanpa ada alas bukti yang kuat dan meyakinkan, 

sehingga menimbulakan konflik baru dikalangan Masyarakat Adat BPRPI. 

tindakan tersebut tentunya menambahkan catatan baru dalam Konflik Agraria di 

Sumatera Utara.  

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat Permasalahan ini untuk 

di jadikan bahan penelitian dengan judul “Kedudukan Hukum Masyakat Adat 

BPRPI dalam penguasaan Tanah Eks HGU PTPN II di Desa Sampali, Kec. 

Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang (Studi Kantor Sekretariat BPRPI)”.  

Kiranya penulis mengetahui pihak mana lebih berwewenang dalam penguasaan 

Tanah tersebut setelah ditinjau dari hukum positif Negara Indonesia dan melalui 

Riset si penulis.   
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti 

dalam permasalahan tentang “Kedudukan Hukum Masyarakat Adat BPRPI dalam 

Penguasaan Eks HGU PTPN II di Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli 

Serdang (Studi Kantor Sekretariat BPRPI)” adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pengaturan Hak terhadap Status Tanah Ulayat dan Adat di 

Indonesia.? 

2. Bagaimana Hak Masyarakat Adat BPRPI dalam Penguasaan Tanah Eks HGU 

di Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang.? 

3. Bagaimana Hambatan dalam Penguasaan Tanah Eks HGU PTPN II oleh 

Masyarakat Adat BPRPI.? 

C. Tujuan Penelitian  

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hak terhadap Status Tanah Ulayat dan Adat di 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui Hak Masyarakat Adat BPRPI dalam Penguasaan Tanah Eks 

HGU di Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang. 

3. Untuk mengetahui Hambatan dalam Penguasaan Tanah Eks HGU PTPN II oleh 

Masyarakat Adat BPRPI. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diambil dari Penelitian yang Peneliti dilakukan ini 

antara lain:  

1. Secara Teoritis  

 Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan di dalam proses 

pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. 

Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya 

hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum 

dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep 

ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai Kedudukan Hukum 

Masyarakat Adat BPRPI dalam Penguasaan Eks HGU PTPN II di Desa Sampali, 

Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang (Studi Kantor Sekretariat BPRPI). 

2. Secara Praktis 

 Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga 

sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang 

hukum yang terkait yaitu sebagai berikut: 

a. Sebagai pedoman, masukan, dan evalusi dalam bagi para pihak atau 

lembaga yang terdampak konflik Agraria terkhususnya terhadap konflik 

Hak Ulayat dan Tanah Adat.  

b. Sebagai bahan informasi bagi semua pihak dan kalangan akademis untuk 

menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini 
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berkaitan dengan Agaria, Hak Ulayat, Tanah Adat, dan tentunya hak-hak 

masyarakat adat dalam penguasaan tanah.  

E. Hipotesis  

Hipotesis atau Hipotesa merupakan suatu pandangan yang bersifat  dugaan 

ataupun asumsi, dan dapat juga dikatakan sebuah pemecahan masalah untuk 

sementara waktu sebelum penelitian tersebut lebih lanjut. Adapun hipotesis yang 

dibuat oleh sipenulis untuk sebuah permasalahan yang dibahas sebagai berikut:  

1. Pengaturan Hak terhadap Status Tanah Ulayat dan Adat di Indonesia 

tentunya sudah cukup baik secara regulasi, karena mulai dari UUD 1945 

sampai ke Peraturan Menteri sudah jelas di lafalkan bagaimana Hak 

Masyakat Adat serta tata cara penguasaan dan pengelolaannya. 

2. Hak Masyarakat Adat BPRPI dalam Penguasaan Tanah Eks HGU PTPN II 

di Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang dapat ditinjau 

dari aspek historis ataupun empiris dan beberapa landasan hukum 

sebagaimana penulis sampaikan di latar belakang. 

3. Hambatan dalam Penguasaan Tanah Eks HGU PTPN II oleh Masyarakat 

Adat BPRPI ialah klaim oleh PTPN II dan Organisasi Masyarakat (Ormas) 

terhadap kepemilikan Tanah tersebut dengan alas hak yang tidak kuat 

sehingga terjadi hambatan bagi masyarakat adat BPRPI dalam 

penguasaannya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Tinjauan Umum Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam 

Perundang-Undangan 
 

1. Pengertian Masyakat Adat 

Istilah Masyarakat Hukum Adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya 

disebut UUPA), UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, 

Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20014 Tentang 

Perkebunan dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai padanan dari 

rechtgemeenschapt, atau oleh sedikit literatur menyebutnya adatrechtgemenschap. 

Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat 

yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritikakademis. Sedangkan istilah 

masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari 

oleh kalangan non hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan 

internasional.10 

Istilah Masyarakat Adat Merupakan padanan dari indigeneous people. 

Istilah itu sudah dikenal luas dan telah disebutkan dalam sejumlah kesepakatan 

internasional, yaitu: Convention of International Labor Organisation 

ConcerningIndigeneous and Tribal People in Independent Countries (1989), 

Deklarasi Cari Oca tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (1992), Deklarasi Bumi Rio 

 
 10Taqwaddin, “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat 
(Mukim) di Provinsi Aceh”, (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010), 
hlm. 36. 
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de Janairo (1992), Declaration on the Right of Asian Indigenous Tribal People 

Chianmai (1993), De Vienna Declaration and Programme Action yang dirumuskan 

oleh United Nations World Conference on Human Rights (1993). Sekarang istilah 

indigenous people semakin resmi penggunaannya dengan telah lahirnya Deklarasi 

PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nation Declaration on the Rights 

of Indegenous People) pada tahun 2007. 

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh 

Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van 

Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang Masyarakat Hukum Adat. Ter 

Haar memberikan pengertian sebagai berikut, Masyarakat Hukum Adat adalah 

kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai 

kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang 

terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing 

mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat 

alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau 

kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau 

meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-

lamanya.11 

Menurut Hazairin, Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan-kesatuan 

masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri 

sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan 

lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua 

 
 11Husen Alting, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat 
Hukum Adat Atas Tanah ,Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2010, Hlm. 30. 
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anggotanya12. Sedangkan Soepomo menjelaskan bahwa Van Vollenhoven dalam 

orasinya tanggal 2 Oktober 1901 menegaskan13: “Bahwa untuk mengetahui hukum, 

maka yang terutama perlu diselidiki adalah pada waktu dan bilamana serta di daerah 

mana sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum di mana orang-orangyang 

dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari”. Bersandar dari pendapat tersebut, 

Soepomo mengungkapkan pendapatnya sendiri bahwa : “penguraian tentang 

badan-badan persekutuan itu harus tidak didasarkan atas sesuatu yang dogmatik, 

melainkan harus berdasarkan atas kehidupan yang nyata dari masyarakat yang 

bersangkutan”. 

2. Kriteria Masyarakat Adat 

Berdasarkan pendapat dari beberapa pakar hukum tersebut maka dapat 

dirumuskan kriteria Masyarakat Hukum Adat sebagai berikut : 

a) Terdapat masyarakat yang teratur 

b) Menempati suatu wilayah tertentu 

c) Terdapat kelembagaan 

d) Memiliki kekayaan bersama 

e) Susunan masyarakat berdasarkan pertalian darah atau lingkungan daerah 

f) Hidup secara komunal dan gotong-royong. 

Dalam buku De Commune Trek in bet Indonesische Rechtsleven, F.D. 

Hollenmann mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari Masyarakat Adat, yaitu 

 
 12Rikardo Simarmata, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, 
Jakarta, UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006, Hlm. 23. 
 13Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan) (Bandung: 
Alfabeta, 2008), Hlm. 75 
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magis religious, komunal, konkrit dan kontan. Hal ini terungkap dalam uraian 

singkat sebagai berikut14: 

1) Sifat magis religius diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada 

keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum 

masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini 

diwujudkan alam cara berpikir yang prologika, animisme, dan kepercayaan 

pada alam ghaib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam 

nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sisitem 

hukum agama perasaan religius diwujudkan dalam bentuk kepercayaan 

kepada Tuhan (Allah). Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun 

bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman tuhan sesuai dengan 

derajat perubahannya. 

2) Sifat komunal (commuun), masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap 

individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari 

masyarakatsecara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus 

sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat 

karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat. 

3) Sifat konkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata 

menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam 

masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar. 

4) Sifat kontan (kontane handeling) mengandung arti sebagai keserta-mertaan 

terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu 

dengan kontra prestasi yang diberikan secara sertamerta/seketika. 

 
14Husen Alting, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat 

Hukum Adat Atas Tanah ,Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2010, Hlm. 46 
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Masyarakat adat menunjukkan hubungan yang erat dalam hubungan antar 

personal dan proses interaksi sosial yang terjadi antar manusia tersebut 

menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut dengan cara (a uniform or customary 

of belonging within a social group)15.  

3. Kedudukan Masyarakat Adat Menurut Perundang-undangan 

Masyarakat Hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan 

dari bangsa Indonesia, keberadaannya tidak dapat dipungkiri sejak dahulu hingga 

saat ini. Konstitusi Indonesia menggunakan beberapa istilah untuk menunjuk 

kesatuan Masyarakat Hukum Adat, seperti kesatuan Masyarakat Mukum Adat, 

Masyarakat Adat, serta Masyarakat Tradisional, sehingga istilah–istilah ini dapat 

digunakan sekaligus atau secara berganti-gantian.  

a. Undang-Undang Dasar 1945 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak 

memberikan definisi Masyarakat Hukum Adat secara langsung. Namun 

demikian, terdapat pasal yang mengakui eksistensi dari Masyarakat Hukum 

Adat. Hal ini muncul sejak amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2000, yakni penambahan pada 

Pasal 18 dan pemunculan bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia. Pengaturan 

mengenai keberadaan Masyarakat Hukum Adat bisa ditemukan pada Pasal 18B 

ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Pasal 18B ayat (2) berada dalam Bab 

Pemerintahan Daerah, sedangkan Pasal 28I ayat (3) berada dalam Bab Hak 

Asasi Manusia. Berikut bunyi lengkap kedua pasal tersebut: 

 
 15Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 
dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, Hlm. 12. 
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1. Pasal 18 B ayat (2): Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih 

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 

2. Pasal 28 I ayat (3): Identitas budaya dan hak Masyarakat Tradisional dihormati 

selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dengan demikian, negara 

‘mengakui’ serta ‘menghormati’ eksistensi masyarakat hukum adat namun 

dengan catatan 4 (empat) persyaratan yuridis yakni: 

a) sepanjang masih ada, 

b) sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban, 

c) sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, dan 

d) diatur dalam undang-undang. 

Oleh karena keempat syarat tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar, 

maka keempatnya bisa disebut sebagai syarat konstitusiona.16 

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok Agraria (UUPA) 

Tidak dapat dipungkiri bahwa UUPA adalah salah satu peletak dasar 

konsep dan materi pengaturan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat. 

Lahirnya UUPA ini disebabkan adanya dualisme hukum dalam pengaturan hukum 

tanah nasional, yaitu adanya tanah-tanah yang tunduk pada hukum Barat dan 

terdapatnya tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat. Untuk menghilangkan 

dualisme dalam hukum tanah di Indonesia tersebut, maka diberlakukanlah UUPA 

sehingga tercipta hukum tanah nasional. Secara substansial, UUPA dibuat dalam 

 
16Rikardo Simarm 
ata, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, Jakarta, UNDP Regional 

Centre in Bangkok, 2006, Hlm. 51. 
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rangka melaksanakan lebih lanjut pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. UUPA tidak dihadirkan untuk mengatur mengenai 

keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Penyebutan masyarakat hukum adat dalam 

UUPA berkenaan dengan kedudukannya sebagai subjek yang berhak menerima 

kuasa dari Negara dalam rangka melaksanakan  hak menguasai negara dan memiliki 

hak ulayat17. Ketentuan mengenai hal ini akan diatur lebih lanjut dalam sebuah 

peraturan pemerintah18. 

UUPA memegang kuat konsep bahwa pemilik hak ulayat adalah 

masyarakat hukum adat. Hal ini terlihat dalam Pasal 3 UUPA yang menyebutkan 

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak 

Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, 

sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga 

sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan 

bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-

peraturan lain yang lebih tinggi.” Kemudian di Pasal 5 “Hukum agraria yang 

berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak 

bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas 

persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan 

yang tercantum dalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan 

lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada 

hukum agama.” 

Dalam pengertian ini terlihat dengan jelas bahwa hak ulayat adalah milik 

 
17Rikardo Simarmata, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, 

Jakarta, UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006, Hlm. 56. 
 18Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria, Bab 1, Pasal 2 ayat (4). 
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Masyarakat Hukum Adat. Pemahaman serupa juga dianut oleh UUPA dengan 

mengatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat yang memiliki hak ulayat dilarang 

untuk menghalang-halangi pemberian hak guna usaha (HGU) atau menolak 

pembukaan hutan untuk keperluan penambahan bahan makanan dan pemindahan 

penduduk (Penjelasan Umum II angka 3). Dengan menggunakan konsep tersebut, 

UUPA sekaligus mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat selaku subyek 

yang memiliki Hak Ulayat (obyek). Hak Ulayat sebagai obyek tidak mungkin ada 

tanpa keberadaan Masyarakat Hukum Adat sebagai subyek19. 

Masih dalam payung hukum UUPA, pengertian masyarakat adat secara 

konkrit dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat yang 

diterbitkan oleh Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional diatur 

bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan 

hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan 

tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.20 

c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 

Undang-undang tentang kehutanan juga mengatur tentang keberadaan 

Masyarakat Adat sebagaimana tertuang di dalam Pasal 67 ayat (1) yang berbunyi 

“Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui 

keberadaannya berhak:  

a) melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-

hari masyarakat adat yang bersangkutan;  

 
 19Rikardo Simarmata, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, 
Jakarta, UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006, Hlm. 57. 
 20Husen Alting, Husen Alting, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak 
Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah ,Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2010, Hlm. 14.  
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b) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku 

dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan  

c) mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. 

 

Berdasarkan pasal tersebut dinyatakan Pengukuhan keberadaan 

Masyarakat Hukum Adat. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-

undang kehutanan tersebut dikemukakan tentang syarat-syarat diakuinya 

masyarakat hukum adat. Masyarakat Hukum Adat diakui keberadaannya jika 

menurut kenyataannya memenuhi unsur, antara lain : 

1) Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap); 

2) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; 

3) Ada wilayah hukum adat yang jelas; 

4) Ada prantara dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih 

ditaati; dan 

5) Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk 

pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. 

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM 

Undang-undang HAM tentunya mengakui keberadaan Masayakat Hukum 

Adat, dimana Masyakat Hukum Adat tidak jauh bedanya dengan Masyakat lainnya. 

Dimana di dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia, Masyarakat Hukum Adat 

secara kongkrit diakui didalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2) sebagai mana bunyinya “ 

(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam 

masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, 
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masyarakat, dan Pemerintah. (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, 

termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”.   

Dari bunyi pasal diatas Masayarakat Hukum Adat harus diperhatikan dan 

dilindungi oleh masyarakat dan pemerintah selaras dengan perkembangan zaman 

untuk menunaikan dari hak-hak Masyarakat Adat itu sendiri. Tentunya dari bunyi 

Pasal 6 Ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 ini, mendorong pemerintah dan 

masyarakat untuk memberikan hak-hak dari Masyakat Hukum Adat terkhusus 

dalam penguasaan Hak Ulayat mereka.  

e. Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata cara penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan 

Masyarakat Hukum Adat  

Di dalam Permen Agraria No. 18 Tahun 2019 ini dijelaskan kedudukan 

Masyarakat Adat dalam pelaksanaan penguasaan Tanah Ulayat di Pasal 2 Ayat (2) 

harus memiliki kriteria sebagaimana yang tertera:  

1) masyarakat dan lembaga Hukum Adat; 

2) wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung; 

3) hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 

dengan wilayahnya; dan 

4) kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di 

wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan 

Hukum Adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.   

 Kriteria ini merupakan rujukan untuk menentukan Masyarakat Adat untuk 

menentukan apakah mereka berhak atau tidak dalam menguasai suatu wilayah yang 

mereka anggap sebagai Hak Ulayat mereka. Kemudian di Pasal 2 Ayat (3) 
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menjelaskan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana harus memenuhi 

syarat:  

 

1) secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang 

bersifat fungsional; 

2) sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan 

3) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.   

 

B. Tinjauan Umum Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Badan 
Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Dalam Perundang-
Undangan 

 

1. Sejarah masyarakat Adat BPRPI  

Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) adalah organisasi 

Petani Masyarakat Adat Melayu yang berdiri pada tahun 1953. Kendati didirikan 

tahun 1953, tetapi akar BPRPI sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Sewaktu 

pemerintahan Belanda menguasai Sumatera Timur, terutama setelah 

diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870 pengusaha swasta asing kolonial 

mulai mengalir ke Sumatera Timur untuk menanamkan modalnya dalam industri 

perkebunan. Ketika pengusaha swasta asing kolonial berlomba memasuki Sumatera 

Timur mendirikan industri tembakau, orang Melayu sebelumnya mengusahakan 

tanah pertanian mengalami perubahan dalam bercocok tanam. Sebelum kedatangan 

pengusaha swasta asing kolonial, orang Melayu dari suatu tempat ke tempat lain 

membuka hutan dan menanam padi dengan sistem ladang berpindah. Akan tetapi 

sesudah industri perkebunan tembakau mulai beroperasi, cara bercocok tanam 
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ladang berpindah orang melayu ikut berubah. Orang Melayu tidak lagi membuka 

hutan, tetapi menggunakan tanah jaluran sebagai lahan perladangannya. 

 Perubahan tersebut tidak mengganggu kegiatan bercocok tanam orang 

Melayu, sebab kegiatan pertanian orang Melayu diakui dan dicantumkan ke dalam 

akta konsesi. Diakui dan dicantumkannya hak atas tanah tersebut ke dalam akta 

konsesi menunjukkan orang Melayu tetap dapat mengelola tanahnya, walaupun 

tanah tersebut ditanami tembakau. Jika tembakau sudah dipanen orang Melayu 

dapat mengerjakan bekas tanah tembakau itu. Selama tembakau belum dipetik 

orang Melayu menunggu tembakau sampai di panen. Mereka yang menunggu 

panen tembakau disebut Rakyat Penunggu. Sedang tanah bekas kebun tembakau 

yang diolah Rakyat Penunggu  disebut tanah jaluran.  

 Sejak perkebunan kolonial beroperasi sampai runtuhnya pemerintah 

Belanda di Sumatera Timur, Rakyat Penunggu tetap memperoleh tanah jaluran. 

Rakyat Penunggu sebagai oang asli Sumatera Timur, tidak pernah mendapat 

mendapat kesulitan dalam mengolah tanah. Karena tanah jaluran hanya diberikan 

kepada orang asli Sumatera Timur. Di luar orang asli, para pendatang misalnya, 

tidak mendapat tanah jaluran. Karena memperoleh hak istimewa itu, Rakyat 

Penunggu sering disebut sebagai anak emas bemerintah Belanda. 

 Setalah kekuasaan Belanda runtuh kemudian digantikan Jepang, peluang 

Rakyat Penunggu untuk mendapatkan tanah jaluran mulai terganggu. Ini dapat 

terjadi karena politik Jepang berbeda dengan politik Belanda. Untuk mendukung 

kepentingan politik Jepang mendorong pendatang mengerjakan tanah-tanah 

perkebunan. Masuknya para pendatang itu menyebabkan menciutnya peluang 
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orang Melayu mendapat tanah jaluran. Di samping itu mengalirnya pendatang 

memicu konflik pertanahan antara orang Melayu dan pendatang. Situasi politik 

Jepang kurang menguntungkan Rakyat Penunggu (orang Melayu) ini menyebabkan 

mereka tergeser dalam struktur masyarakat baru.  

 Kesulitan menuntut distribusi tanah jaluran dirasakan makin ngecil setelah 

kemerdekaan. Lahirnya republik selain membawa tantangan dan harapan juga 

mengundang persoalan baru. bagi Rakyat Penunggu persoalan baru yang nampak 

ketika menyongsong republik muda adalah makin besarnya jumlah pendatang, dari 

etnik yang berbeda yang mendatangi tanah-tanah perkebunan. Kedatangan para 

pendatang ini membuat orang Melayu sukar mendapatkan hak adatnya memperoleh 

tanah jaluran. Dengan lain kata, hak adat orang Melayu yang semula terus didapat, 

setelah kemerdekaan mulai menghadapi bermasalah. 

 Memasuki tahun 1950-an ketegangan politik di Sumatera Timur terasa 

meningkat terutama sesudah pemunculan partai politik beserta ormas-ormasnya. 

Persoalan sengketa tanah di Sumatera Timur juga tambah memanas. Ormas-ormas 

yang kebetulan konstituennya lebih banyak menggugat masalah pertanahan, 

termasuk tanah jaluran, menyebabkan sengketa tanah makin menajam. Pemunculan 

orams-ormas cenderung menyudutkan kedudukan Rakyat Penunggu, dan menolak 

kalau tanah jaluran hanya diberikan pada Rakyat Penunggu. Ormas-ormas petani 

menuding Rakyat Penunggu sebagai antek kapitalisme dan feodalisme. 

 Sesudah organisasi kiri ditindas lahirlah Orde Baru. BPRPI mendukung 

rezim Orde Baru, tetapi tidak lama kemudian, Gubernur Sumatera Utara Marah 

Halim Harahap mengeluarkan Surat Keputusan penghapusan tanah jaluran. Surat 
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Keputusan Gubernur Sumatera Utara itu di tolak BPRPI melakukan protes. BPRPI 

melancarkan protes dengan melakukan aksi turun ke tanah-tanah jaluran yang 

sebagian besar masuk wilayah PTP Nusantara II (dulu PTP IX). Akibatnya, pada 

tahun 1970 meledak sengketa agraria antara BPRPI dan PTPN II. 

 Akasi perlawanan BPRPI terjadi lagi tahun 1980 dan lima belas tahun 

kemudian (1995) aksi kembali berlangsung. Aksi perlawanan yang terjadi tahun 

1995 berskala luas dan melibatkan massa BPRPI yang besar. Keinginan 

mempertahankan tanah adat di satu pihak, dan adanya kehendak menggugsur hak 

adat di pihak lain menimbulkan sengketa pertanahan antara BPRPI dan PTPN II.21 

2. Kedudukan Hukum Masyarakat Adat BPRPI Menurut Perundang-

Undangan 

 Sebelum masuknya modal besar kolonial, orang Melayu telah mengenal 

cara bercocok tanam ladang berpindah. Orang Melayu menyebut bercocok tanam 

ladang berpindah ini sebagai berladang rebah. Dikatakan berladang rebah karena 

orang Melayu membuka, memotong dan membersihkan Hutan. Menurut Lah 

Husny Padang rebah adalah hutan muda yang dirambas, dirabi untuk dijadikan 

perladangan22. Orang Melayu yang membuka perladangan lebih dulu izin kepada 

Datuk. Karena jumlah orang Melayu sedikit, sedangkan tanah masih luas, Datuk 

amat mudah mengizinkan hutan dipakai berladang. Dalam membuka hutan mereka 

bergotong-royong. Luas tanah yang akan dipakai lazimnya diukur dari buah pinang 

 
 21Budi Agustono, Muhammad Osmar Tanjung, Edy Suhartono,1997, “Badan Perjuangan 
Rakyat Penunggu Indonesia vs PTPN II”, AKATIGA, Bandung, Hlm. 5 
 22Tengku Lah Husny, Adat Budaya Melayu pesisir Sumatera Timur (Medan: Perbit Husny 
Medan 1972), hlm 69. 
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yang dilempar hutan, sejauh buah pinang itu terjatuh disitulah batas tanah yang bisa 

dibuka.23 

Pada tahun 1863 Tanah Deli kedatangan pemodal Belanda yang bernama 

Jacobus Nienhuys, kemudian menjumpai Sultan Deli secara Adat untuk meminta 

tanah yang akan dikelola nantinya menjadi kebun Tembakau, kemudian sultan 

menyetui nya tanpa meminta sewa tanah24.  Seiring berjalannya waktu mengingat 

tembakau yang ditanam oleh pemodal asal Belanda telah maju dan berkembang, 

Sultan Deli pun membuat Kontrak dengan para pihak pemodal. Kontrak inilah yang 

disebut kontrak tanah atau akta konsesi. Akta konsesi pertama kali ditandatangani 

tahun 1877, lalu diubah lagi pada 1878, 1884 dan terakhir 189225. Keempat model-

model akta konsesi ini yang diberlakukan di Sumatera Timur.  

Akta konsesi diberlakukan pertama kali tahun 1877 merupakan perjanjian 

yang ditetapkan pemerntah kolonial Belanda sebagai jalan keluar untuk mengatasi 

proses pemberian yang memakan waktu lama. Dalam akta konsesi 1877 disebutkan 

hak-hak rakyat yang berkaitan dengan tanah. Misalnya pasal 6 berbunyi 

“seandainya di dalam batas-batas tanah yang diserahkan terdapat kampung atau 

tanah yang masih dipergunakan oleh penduduk maka pihak penyewa tanah tidak 

boleh menguasai tanah-tanah itu. Sultan harus memberi tanah lain sebagai 

pengganti seluas yang sama, seandainya ada lagi tanah-tanah lain itu. Apabila 

 
 23 Budi Agustono, Muhammad Osmar Tanjung, Edy Suhartono,1997, “Badan 
Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia vs PTPN II”, AKATIGA, Bandung, Hlm. 36-37 

 24 Budi Agustono, Muhammad Osmar Tanjung, Edy Suhartono,1997, “Badan Perjuangan 
Rakyat Penunggu Indonesia vs PTPN II”, AKATIGA, Bandung, Hlm. 26 

 25 Budi Agustono, Muhammad Osmar Tanjung, Edy Suhartono,1997, “Badan Perjuangan 
Rakyat Penunggu Indonesia vs PTPN II”, AKATIGA, Bandung, Hlm. 38 
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dalam pembatasan tanah terdapat pohon buah-buahan kepunyaan penduduk, pihak 

perkebunan wajib membayar harga-harga pohon itu secara patut,” 

 

Sedang pasal 9 berbunyi “di bahagian yang belum dikerjakan oleh 

perkebunan, penduduk senantiasa berhak mengambil rotan dan lain-lain hasil 

hutan”. Pasal 1 model akta konsesi 1877 berbunyi “yang diserahkan adalah tanah 

hutan. Dari pasal 1 ketetapan Gubernur bertanggal 4 Agustus 1875 No. 47, 

diketahui bahwa tanah hutan adalah tanah yang tidak dikerjakan oleh orang 

Indonesia ataupun yang tidak dipergunakan sebagai tempat pengembalaan umum 

ataupun tidak termasuk ke dalam lingkungan kekuasaan dosen atas dasar sesuatu 

alasan” Pengertian ini telah membawa penguatan dan pengakuan adanya hak ulayat 

yang pada hakekatnya dipegang oleh kampung. 

Pengakuan adanya hak tanah orang Melayu ini dikuatkan lagi dalam model 

akta konsesi 1878, khususnya pada pasal 6 yang menyatakan “jika di atas yang 

diserahkan itu terdapat penduduk, maka orang tersebut harus dapat menguasai: a. 

Tanah yang sedang mereka kerjakan ditambah dengan, b. Tanah yang baik, secara 

rabian seluas empat bahu seluruhnya untuk tiap penduduk. Yang dimaksud 

penduduk adalah orang-orang yang mempunyai rumah sendiri di atas tanah yang 

diserahkan itu”. 

Kendati akta konsesi model 1878 ini sudah diperbaharui, tapi sedikit 

mencantumkan hak-hak tanah orang asli. Misalanya mengenai tanah yang dipakai 

tanaman tembakau, sesudah dipanen tanah itu mesti diserahkan kepada siapa belum 

ada penjelasan. Baru enam tahun kemudian sesudah akta konsesi1878, tepatnya 
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pada tahun 1884, hak-hak rakyat dimasukkan dalam akta konsesi 1884. Pasal 10 

menyatakan “disekitar kampung selain dari tanah serap untuk penduduk harus 

disediakan jaluran tanah dengan lebar sekurang-sekurangnya 100 vadem dan luas 

sekurang-kurangnya tiga kali luas kampung. Hasil-hasil alam yang terdapat ditanah 

ini tidak boleh dikutip oleh pihak perkebunan. Pasal 11 “selain dari tanah yang 

dimaksud dalam pasal sebelumnya, pihak perkebunan mengikat diri untuk selama 

setahun panen menyerahkan kepada penduduk yang dimaksud dalam pasal 6 tanah 

tembakaunya yang telah dipetik dan yang belum akan ditanami oleh penduduk 

dengan padi dan jagung, untuk penyerahan ini pihak kebun boleh membuat syarat, 

bahwa hasil-hasil yang akan diperdagangkan dijual oleh penduduk kepada pihak 

perkebunan dengan harga pasaran. Seseorang penduduk berhak mendapat paling 

luas 1,5 bau; tanah-tanah itu hendaknya terletak sedekat mungkin pada tempat 

tinggal penduduk. Pasal 12 “sejarah dengan tepi sungai harus dikeluarkan dari 

pengelolaan satu jaluran tanah selebar sekurang 25 vadem. Kayu-kayu yang 

terdapat di jaluran itu tidak boleh ditebang, tapi pihak perkebunan berhak membuat 

jalan-jalan ke sungai-sungai itu melalui jaluran tersebut, juga pihak perkebunan 

berhak membangun bangsal-bangsal dan rumah di tepi sungai dan untuk ini dipihak 

perkebunan boleh melakukan penebangan-penebangan yang perlu.  Yang tidak 

tergolong sungai adalah parit-parit besar dan sejenisnya yang kering pada waktu 

berkala”. 

Akta konsesi 1884 tidak saja memasukkan hak-hak rakyat, melainkan juga 

tanah jaluran. Ini artinya dalam akta konsesi masa itu tanah jaluran yang di 

usahakan orang Melayu diakui secara resmi. Sekalipun akta konsesi 1884 

diperbaharui lagi dan diganti akta konsesi 1892, namun beberapa tanah jaluran tetap 
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dicantumkan, diakui, dan dipertahankan. Beberapa pasal akta konsesi yang 

menyatakan diakuinya tanah jaluran adalah: 

Pasal 4: 

1. Tanah-tanah dalam batas konsesi dipergunakan sendiri oleh penduduk untuk 

bercocok tanam dan disediakan sebagai tanah rabian tetap dalam kekuasaan 

para penggarap. 

2. Apabila untuk maksud yang tertera dalam pasal I dalam batas-batas konsesi para 

penggarap tidak dapat menguasai tanah yang cukup luas menurut pendapat 

kepala daerah, maka koensesionaris harus menyediakan tanah sehingga untuk 

tiap keluarga disediakan.  

3. Jumlah kepala keluarga yang dipandang berhak ditetapkan sekali lima tahun. 

4. Kepada konsesionaris tidak diizinkan untuk menguasai tanah ini yang telah 

digarap oleh penduduk, sekalipun dengan persetujuan penggarap itu sendiri, 

kecuali ada izin kepala daerah. 

5. Izin yang dimaksudkan dalam ayat 4 diperlukan untuk setiap penyerahan tanah 

yang disergapkan untuk tanah rabian tersebut di atas kepada orang-orang yang 

tidak tergolong penduduk bumi putera. 

Pasal 7: 

1. Di sekeliling kampung harus ada tanah kampung: 

a. Tanah serap yang dimaksudkan dalam ayat 1 dan 2 pasal . 

b. Jaluran tanah selebar sekurang-kurangnya 200 meter dengan luas 

sekurangnya tiga kali luas kampung. 
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2. Tanah ini tidak boleh diperjualbelikan. Setiap perjanjian yang bertentangan 

dengan itu adalah batal. Tetapi jika ada izin penduduk dan kepala daerah, boleh 

diadakan pengecualian apabila pengecualian itu tidak dapat dihindarkan untuk 

saluran air, jalan dan lainya bagi keperluan konsesionaris. 

3. Kampung-kampung baru tidak boleh didirikan di perbatasan tanah konsesi, 

melainkan atas kepala wilayah, dengan mempertimbangkan kepentingan 

konsesionaris dan penduduk bumi putera setelah diadakan perundingan dengan 

pihak swapraja. 

Pasal 9 

1. Selain tanah bercocok tanam dan tanah kampung yang harus diserapkan seperti 

yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7, sebagian dari tanah yang telah ditanami 

dan tidak ditanami padi atau jagung. Untuk itu konsessionaris tidak boleh 

memungut retribusi. 

2. Bagian yang dimaksud dalam ayat 1 tidak melebihi setengah dari yang ada. 

3. Tanah-tanah yang dimaksudkan di sini oleh yang berhak tidak boleh diserahkan 

kepada orang yang bukan penduduk bumi putera, kecuali ada izin kepala 

daerah. 

Pasal 28“dengan kampung dalam pasal 7 dimaksudkan juga semua tempat tinggal 

penduduk bumi putera yang menurut pendapat kepala daerah. Sesuai dengan adat 

bukan merupakan tempat tinggal sementara seperti pondok-pondok ladang dan 

sebagainya. Kampung-kampung yang telah ada berhak mengadakan perluasan 

diatas jalur-jalur tersebut diperhitungkan untuk menyesuaikan luas jalur-jalur 
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tersebut diperhitungkan untuk menyesuaikan luas jaluran-jalur dengan aturan 

pertama pasal 7.” 

Kampung-kampung baru tidak boleh didirikan dalam pembatasan konsesi. 

Kecuali dengan izin kepala daerah dengan memperhatikan kepentingan 

konsesionaris dan penduduk bumi putera serta mengadakan rembukan dengan 

pihak swapraja. 

Pasal 29 “bila luas tanah menurut pasal 9 harus disediakan untuk penduduk 

kurang dari 1 hektar untuk satu keluarga, pembagian diantara yang berhak 

dilakukan oleh kepala daerah.” 

Jika melihat dari beberapa pasal akta konsesi yang memuat kewajiban 

perkebunan meyediakan tanah pertanian kepada kepada orang Melayu dapat 

dikatakan sejak awal masalah hak tradisional khususnya maslah pengakuan tanah 

jaluran menjadi persoalan fundamental dalam akta konsesi. Dikatakan tanah jaluran 

karena tanah lahan tembakau itu berjalur-jalur. Sebagaimana diketahui awal 

berdirinya perkebunan yang pertama kali ditanam adalah tembakau. Adanya 

tanaman tembakau memuat kebiasaan orang Melayu dalam mengelola pertanian 

mengalami hambatan. Agar kebiasaan orang melayu mengelola pertanian tidak 

terganggu diciptakan lembaga tanah jaluran. 

Dari penjelasan diatas merupakan Masyarakat Penunggu ataupun juga 

sekarang yang disebut dengan Masayarakat Adat BPRPI mempunyai hak dan 

wewenang untuk tanah jaluran atau sekarang lebih tepatnya Tanah Eks HGU PTPN 

II salah satunya di Desa Sampali, sebagaimana hak-hak mereka secara jelas 
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dituangkan di dalam akta konsesi Sultan dengan Pemodal belanda di tahun 1877, 

1878, 1884 dan 1892. 

Ditinjau dari aspek hukum tentunya setiap warna negara mempunyai hak 

untuk mempertahankan kehendaknya, sepertinya ingin mengelola, menempati, 

menguasai dan memiliki, begitu juga dengan Masyarakat Adat BPRPI yang ingin 

menuntuk Hak Ulayat mereka. Dari sejarah diatas yang kita baca, Masyarakat Adat 

BPRPI sudah lama menguasai tanah jaluran tersebut. akan tetapi hak mereka dalam 

menguasai terkendala dari beberapa aspek permasalahan, salah satunya ialah lahan 

bekas tanah jaluran pada saat ini telah dikuasai oleh perusahan perkebunan. 

Dari perspektif UUD 1945 di pasal Pasal 18 B ayat (2) “Negara mengakui 

dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam 

undang-undang”, dan di Pasal 28 I ayat (3) “Identitas budaya dan hak Masyarakat 

Tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 

Dengan demikian, negara mengakui serta menghormati”. UUD 1945 di Pasal 18 

B Ayat (2) dan Pasal 28 I Ayat (3) memberikan penghormatan dan pengakuan 

kepada Masyarakat Adat selagi mereka masih ada, begitu juga dengan Masyarakat 

Adat BPRPI. 

Kemudian dalam UUPA di Pasal dalam Pasal 3 yang menyebutkan 

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak 

Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, 

sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga 
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sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan 

bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-

peraturan lain yang lebih tinggi.” Kemudian di Pasal 5 “Hukum agraria yang 

berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak 

bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas 

persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan 

yang tercantum dalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan 

lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada 

hukum agama.” dari Pasal 3 dan 5 UUPA menjelaskan hak Masyarakat Adat dalam 

melaksakan adat-istiadatnya sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-

undangan, nilai-nilai agama dan norma sosial, begitu juga dengan Masyarakat Adat 

BPRPI yang menjunjung tinggi UUD 1946, nilai-nilai agama dan norma sosial.  

Dari sisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM 

menjelaskan di didalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2) sebagai mana bunyinya “ (1) 

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam 

masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, 

masyarakat, dan Pemerintah. (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, 

termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”  

Dari penjelasan Pasal 6 Ayat (1) & (2) hak-hak Masyarakat Adat 

dilindungi oleh hukum, pemerintah dan masyarakat yang termasuk diantara Hak 

Ulayat selaras dengan perkembangan zaman, begitu juga dengan Masyarakat Adat 

BPRPI yang seharusnya mendapat perlindungan dari pemerintah untuk 

mempertahankan Hak Ulayat mereka. 
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C. Tinjauan Umum Hak Guna Usaha (HGU) Menurut Perundang-
Undangan 

 

1. Pengertian Hak Guna Usaha 

Salah satu Hak Atas Tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok 

Agraria adalah Hak Guna Usaha. Berdasarkan Pasal 28 UUPA pengertian HGU 

adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai  langsung oleh Negara, dalam 

jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 guna perusahaan pertanian, 

perikanan atau peternakan. Dari rumusan Pasal 29 UUPA dapat diketahui bahwa 

HGU diberikan untuk jangka waktu antara 25 tahun hingga 35 tahun, dengan 

ketentuan bahwa HGU tersebut setelah berakhirnya jangka waktu 25 hingga 35 

tahun tersebut, masih dapat diperpanjang untuk masa 25 tahun berikutnya. HGU 

merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri 

guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan. 

Dari definisi atau pengertian di atas diketahui bahwa HGU adalah hak 

yang diberikan oleh Negara kepada perusahaan pertanian, perikanan atau 

peternakan untuk melakukan kegiatannya di Indonesia26. HGU adalah hak untuk 

mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu 25 

atau 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun, guna perusahaan pertanian, 

perikanan atau peternakan yang luasnya paling sedikit 5 hektar dengan ketentuan 

bila luasnya 25 hektar atau lebih, harus memakai investasi modal yang layak dan 

teknik perusahaan yang baik, dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain serta dapat 

 
 26Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, Seri Hukum Harta Kekayaan Hak-hak Atas 
Tanah, Kencana, Jakarta, Hlm. 150. 
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dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan27. Sesuai dengan 

penjelasan dari UUPA, maka HGU ini khusus untuk mengusahakan tanah yang 

bukan miliknya sendiri guna perusahaan pertanian, perikanan dan  peternakan. Dan 

HGU ini sebagai hak-hak baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat moderen dan 

hanya diberikan terhadap tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara, jadi tidak 

dapat terjadi atas suatu perjanjian antara pemilik suatu Hak Milik dengan orang 

lain28. 

HGU merupakan hak atas tanah yang bersifat primer yang memiliki 

spesifikasi. Spesifikasi HGU tidak bersifat terkuat dan terpenuh. Dalam artian 

bahwa HGU ini terbatas daya berlakunya walaupun dapat  beralih dan dialihkan 

pada pihak lain. Dalam  penjelasan UUPA telah diakui dengan sendirinya bahwa 

HGU ini sebagai hak-hak baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat moderen dan 

hanya diberikan terhadap tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Jadi 

tidak dapat terjadi atas suatu perjanjian antara pemilik suatu Hak Milik dengan 

orang lain29. Sifat-sifat dan ciri-ciri HGU adalah tidak mudah hapus dan mudah 

dipertahankan terhadap gangguan pihak-pihak lain, dengan demikian tetap harus 

didaftarkan. (Pasal 32 UUPA, jo. Pasal 10 PP Nomor 10 tahun 

1961).30 

 

 
 27Ali Achmad Chomzah, 2002, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian 
Hak Atas Tanah Negara,   Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 17. 
 28A.P. Parlindungan, 1991, Komentar Aas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, 
Bandung, Hlm. 145. 
 29Supriadi, 2007, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 110. 
 30Eddy Ruchiyat, 1989, Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya 
UUPA, Amrico, Bandung,  Hlm. 14. 
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1. Hak Guna Usaha (HGU) menurut UUPA 

Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana diatur dalam UUPA Nomor 5 

Tahun 1960 adalah untuk mendukung usaha-usaha di bidang agraria. Usaha-usaha 

di bidang agraria khususnya usaha pertanian, perikanan atau peternakan diberikan 

fasilitas penggunaan tanah Negara dalam bentuk Hak Guna Usaha. Dengan mengacu 

kembali kepada Pasal 33 UUD 1945, UUPA menghendaki pemberian Hak Guna 

Usaha itu dalam bidang agraria adalah sebagai dasar usaha bersama, bentuk usaha 

bersama, bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, memungkinkan untuk 

terjadinya kerjasama antara Negara dengan Daerah, Negara dengan swasta dalam 

negeri maupun luar negeri, dan pelarangan monopoli.  

Bentuk usaha bersama yang paling tepat sesuai Pasal 33 UUD 1945 adalah 

Koperasi. Untuk memenuhi syarat sebagai pemegang HGU sebagaimana 

disyaratkan dalam Pasal 30 ayat (1) UUPA, maka Koperasi yang dimaksud harus 

Koperasi yang telah berbadan hukum. Keberadaan koperasi sangat memungkinkan 

sebagai usaha bersama karena anggota koperasi adalah masyarakat petani yang 

langsung sebagai penggarap lahan. Dengan demikian maka tujuan bersama untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat sangat mungkin akan tercapai karena manfaat 

yang didapatkan dari pengelolaan HGU tersebut langsung dinikmati oleh 

masyarakat. 

UUPA juga mengakomodir kepentingan  Negara dalam usaha-usaha di 

bidang agraria  dengan melakukan kerjasama dengan Daerah dimana lokasi HGU 

tersebut berada. Usaha bersama dalam hal ini dapat berbentuk Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan demikian 
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maka keuntungan- keuntungan yang didapat dari BUMN maupun BUMD tersebut 

akan kembali lagi kepada masyarakat karena keuntungan yang didapatkan 

disetorkan kembali kepada Kas Negara atau Kas Daerah yang berarti modal untuk 

memutar roda pembangunan tetap berjalan melalui pembiayaan APBN ataupun  

APBD. 

Guna menunjang perkembangan usaha swasta dalam pemberian HGU, 

UUPA juga mengakomodir sedemikian rupa sehingga peluang untuk pemanfaatan 

sumber daya alam yang ada di Indonesia tetap dapat berjalan, karena bagaimanapun 

juga untuk usaha-usaha tersebut diperlukan permodalan yang cukup. Sebagaimana 

diketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah meru- pakan wilayah yang luas 

dan tidak mung- kin semuanya dapat dimodali oleh negara ataupun masyarakat di 

sekitar lokasi HGU tersebut. Untuk mengantisipasi hal-hal yang sifatnya dapat 

merugikan masyarakat di sekitar areal HGU, maka UUPA mengatur hak dan 

kewajiban pemegang HGU dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14. Dengan adanya 

pasal-pasal tersebut maka ada batasan- batasan yang jelas terhadap pemanfaatan dan 

pengelolaan HGU sehingga lingkungan di sekitar areal HGU tetap terjaga dan 

kondisi tanah yang dikelola tetap terjaga kesuburan dan kelestariannya sampai 

dengan tanah tersebut dikembalikan lagi kepada Negara. 

UUPA juga mengatur jangka waktu penguasaan HGU mulai saat 

diberikannya hak sampai dengan perpanjangan hak tersebut. UUPA dalam Pasal 29 

mengatur jelas jangka waktu yang diberikan yaitu maksimal 60 tahun (jangka waktu 

HGU paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjangpaling lama 25 tahun) tanpa 

adanya pembaharuan lagi terhadap pemberian HGU di atas tanah tersebut. Jadi jika 

ditinjau hal-hal yang menjadi latar belakang Hak Guna Usaha dalam UUPAadalah 
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pemberdayaan masyarakat untuk terlibat langsung dalam usaha-usaha di bidang 

agraria dengan semangat kebersa- maan, dari masyarakat, oleh masyarakat, un- tuk 

masyarakat. Adapun keterlibatan badan usaha swasta dalam pengelolaan Hak Guna 

Usaha adalah untuk membantu Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam 

yang ada di Indonesia dengan tetap memperhati- kan keadilan dan sebesar-besarnya 

kemak- muran rakyat Indonesia sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. 

2. Hak Guna Usaha (HGU) menurut PP No. 40 Tahun 1996 

Pengaturan lebih lanjut mengenai HGU dapat ditemukan dalam rumusan 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7. Dalam 

rangka pemberian hak atas tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria, selain hak 

milik maka HGU adalah merupakan bentuk hak atas tanah yang dapat diberikan 

kepada pemegang hak31. Hak Guna Usaha menurut PP Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 

8 ayat (1) dapat diberi- kan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat 

diperpanjang paling lama 25 tahun. Pernyataan pada Pasal 8 ayat (1) ini masih 

sejalan dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960, akan tetapi ada pernyataan tambahan 

pada Pasal 8 ayat(2) PP Nomor 40 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa sesudah 

jang ka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak 

Guna Usaha di atas tanah yang sama. 

Pernyataan Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 40 Tahun 1996 sudah melenceng 

dari UUPA sehingga apabila dilakukan pembaharuan Hak Guna Usaha maka 

jangka   waktu Hak Guna Usaha dapat mencapai dua kali enam puluh tahun (dua 

kali jangka waktu  Hak Guna Usaha dan dua kali perpanjangan  Hak Guna Usaha) 

 
 31Soedharyo Soimin, 2004, Status Hak dan Pembebasan Tanah Edisi Kedua, Sinar Grafika, 
Jakarta, Hlm. 24.  
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yang berarti seluruhnya seratus dua puluh tahun. ada masa pemerintahan Orde Baru, 

tidak dapat dipungkiri bahwa   secara nyata kepentingan-kepentingan ekonomi 

mempengaruhi kebijakan yang diambil Pemerintah.  

PP Nomor 40 Tahun 1996 adalah kebijakan Pemerintah pada masa Orde 

Baru yang sarat dengan kepentingan ekonomi dari investor baik dalam negeri 

maupun luar negeri dengan memanfaatkan kekuasaan untuk mendapatkan fasilitas 

dan kemudahan-kemudahan   dalam   berusaha di Indonesia. Pembaharuan Hak 

Guna Usaha setelah habisnya jangka waktu dan perpanjangan HGU adalah salah 

satu contoh kepentingan ekonomi yang terakomodir melalui kekuasaan politik yang 

hendak melanggengkan kepentingannya terhadap pemanfaatan dan pengelolaan 

lahan. Kepentingan ekonomi melalui kekuasaan politik sudah menyusup dalam 

pembuatan perangkat yuridis sehingga kebijakan tersebut pada akhirnya akan 

menampikkan keadilan dan jauh dari harapan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat Indonesia.
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat 
 

1. Waktu Penelitian  

 Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan 

seminar outline skripsi dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan 

dilakukan sekitar bulan April 2022. 

Tabel Kegiatan Skripsi. 

 
 

No 

 
 

Kegiatan 

Bulan  
 

Keterangan 
Desember 

2021 
April 
2022 

Mei-Juni 
2022 

Juli-
September 

2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan 
Judul 

                 

2 Seminar 
Proposal 

                 

3 Penelitian                  
4 Penulisan 

dan 
Bimbingan 

Skripsi 

                 

5 Seminar 
Hasil 

                 

6 Pengajuan 
Berkas 
Meja 
Hijau 

                 

7 Skripsi                  
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2. Tempat Penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan di sekretariat BPRPI di Desa Sampali, Kec. 

Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang.  

B. Metode Penelitian  
 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian 

normatif-yuridis yang dapat disebut juga dengan  penelitian hukum normative-

terapan (applied law reaserch,) merupakan penelitian hukum yang mengkaji 

pelaksanaan atau pengimplementasian suatu peraturan PerUndang-Undangan 

(hukum positif) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu 

yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.32 Data 

yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder yang terdiri 

dari:33 

a) Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang 

berdasarkan dari narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan 

oleh penelitian dengan cara wawancara. 

b) Data sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui 

studi kepustakaan yang meliputi: buku, jurnal, proseding seminar, makalah, 

kamus hukum dan bahan hukum tertulis lainnya, doumen-dokumen hukum, 

yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya. 

 
 32 Muhaimin, 2020,“ Metode Penelitian Hukum”, UNRAM Press, Mataram, Hlm.  
 29. 
 33 Muhaimin, 2020,“ Metode Penelitian Hukum”, UNRAM Press, Mataram, Hlm. 124. 
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2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yang artinya penelitian ini 

menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori 

hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang barbagai persoalan 

yang berkaitan untuk memberikan data yang konkrit pada Masyarakat Adat BPRPI. 

Sifat penelitian ini untuk mengetahui Kedudukan Hukum Masyarakat Adat 

BPRPI dalam penguasaan tanah eks HGU PTPN II di Desa Sampali Kec. Percut 

Sei Tuan Kab. Deli Serdang (Studi Kantor Sekretariat BPRPI) yang berkaitan 

dengan penulisan skripsi. 

3. Tehnik Pengumpulan Data 

 Suatu karya ilmiah sudah seharusnya didukung oleh data-data, demikian 

juga dengan penlisan skripsi ini yang mana penulis berupaya untuk memperoleh 

data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini 

setidaknya dapat lebih dekat dengan golongan/karakteristik karya ilmiah yang baik. 

Untuk mengetahui data yang digunakan dalam penulisan ini, terdapat 2(dua) 

metode yaitu: 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan penelitian 

terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, majalah hukum, pendapat 

sarjana, peraturan perundang-undangan dan juga bahan-bahan selama 

perkuliahan. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penulisan langsung dengan 

melakukan studi pada Masyarakat Adat BPRPI. dengan mengambil data yang 

berhubungan dengan judul yaitu tentang Kedudukan Hukum Masyarakat Adat 

BPRPI dalam penguasaan tanah eks HGU PTPN II di Desa Sampali Kec. Percut 
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Sei Tuan Kab. Deli Serdang (Studi Kantor Sekretariat BPRPI). 

4. Analisis Data 

Penelitian ini akan menganalisis data yang dilakukan secara kualitatif yang 

menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial 

berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci.34 Data kualitatif yang diperoleh 

secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban 

tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara 

kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan 

data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab 

pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran 

yang jelas tentang pokok permasalahan. 

Selanjutnya data yang disusun akan di analisa secara deskriptif analis oleh 

penulis sehingga dapat diperoleh suatu gambaran secara menyeluruh terhadap 

gejala dan fakta dalam kedudukan Masyarakat Adat dalam penguasaan Objek tanah 

tersebut. Serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode 

induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.  

  

 
 34 Syamsul Arifin, 2012, “Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum”, Medan 
Area University Press, Medan, Hlm. 36. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

1. Secara umum kedudukan Hukum Masyarakat Adat telah diatur dalam Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 18 B Ayat (2) dan Pasal 28 I Ayat (3), kemudian di 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria Pasal 3 dan 5, 

selanjutnya di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 

67 Ayat (1), serta di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 

Pasal 6 Ayat (1) dan (2) dan Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata cara 

penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan 

diatas telah mengatur mulai dari kriteria hingga pengaturan regulasi tentang  

Hak Ulayat Masyakat Adat telah diatur dengan baik, sehingga memperikan 

kepastian hukum terhadap Masyakat Adat. Begitu juga dengan Masyarakat 

Adat BPRPI, yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum 

dari Pemerintah beserta jaminan untuk menyelesaikan Konflik ini. Kemudian 

dari beberapa banyak Regulasi yang mengatur tentang Masyakat Adat, 

Masyakat Adat BPRPI kerap menjadi korban kriminalisasi oleh oknum yang 

tidak bertanggung jawab. Seharusnya dengan adanya regulasi ini dapat  

dijadikan sebagai payung hukum Masyakat Adat BPRPI dan Masyakat Adat 

lainnya dalam melaksakan Kebudayaan beserta Ritual Adat mereka sehingga 

tidak ada lagi tindakan represif yang dialami  Masyakat Adat di seluruh 

Indonesia.  
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2. Dasar hak Masyakat Adat BPRPI dalam menguasai Tanah Eks HGU PTPN II 

di Desa Sampali, sebagaimana bapak Sahruddin menyatakan Dasar hak 

masyarakat Adat BPRPI dalam menguasia Tanah Eks HGU PTPN II di Desa 

Sampali adalah kita melihat dari sisi sejarah, kemudian akta konsesi Sultan Deli 

1989 dan juga Putusan Mahkamah Agung No. 1734K/Pdt/2001. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya alas hak tersebut, adanya Legalitas 

Masyakat Adat BPRPI untuk menguasai Tanah Eks HGU PTPN II di Desa 

Sampali, terkhususnya BPRPI Kampung Tanjung Mulia sebagaimana memeng 

alas hak akta konsesi Sultan Deli 1989 dan juga Putusan Mahkamah Agung No. 

1734K/Pdt/2001. Dari seluruh uraian ini dapat disimpulkan bahwa Putusan 

Mahkamah Agung  No. 1734K/Pdt/2001 adalah sebagai Payung Hukum yang 

jelas dan mengikat untuk Masyarakat Adat BPRPI dalam mengusai Tanah Eks 

HGU PTPN II di Desa Sampali. Kemudian dengan ini Masyakat Adat BPRPI 

di benarkan secara Hukum untuk menguasai, menempati dan mengelola serta 

mempunyai hak membela diri dalam menguasai Tanah Eks HGU PTPN II di 

Desa Sampali. 

3. Dalam penguasaan tanah terdapat beberapa kendala untuk menguasainya, salah 

satunya penguasaan secara yuridis dan juga fisik. Yang dimaksud dengan 

hambatan secara yuridis yang berarti belum ada hak dalam penguasaan yang 

diatur oleh hukum atas kewenangan menguasai secara fisik. Kemudian 

hambatan secara fisik yaitu hambatan untuk menguasai, menempati dan 

mengelolanya meskipun sudah ada legalitasnya dari lembaga yang berwenang. 

Namun hari ini hambatan yang dihadapi oleh Masayarakat Adat BPRPI untuk 
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menguasai Tanah Ulayatnya adalah bukan hambatan secara yuridis, tetapi 

secara fisik. Penjelasan ini merupakan Hambatan Masyarakat Adat BPRPI 

untuk menguasai Tanah Eks HGU PTPN II di Desa Sampali. Dari beberapa 

hambatan ini Masyarakat Adat BPRPI Kampung Tanjung Mulia Desa Sampali 

telah melakukan upaya hukum untuk mempertahan Hak Ulayat mereka seperti 

melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg. No. 

66/Pdt.G/2022/PN.LP. 

B. Saran 

1. Ditinjau dari Regulasi yang mengatur tentang Masyakat Adat sudah cukup baik, 

dari beberapa undang-undang saling mempunyai korelasi satu dengan yang lain. 

Akan tetapi dari beberapa kebijakan, terjadi tumbang tindih dalam 

wewenangnya sehingga terjadinya ketimpangan hukum dalam 

mengimplementasikannya. Jadi dibutuhkan suatu Undang-undang yang 

menghimpun tentang regulasi Masyakat Adat untuk menghindari ketimpangan 

hukum dalam pengaplikasian nya. Sehingga tidak terjadi lagi tolak-menolak 

dalam penyelesaian konflik Masyarakat Adat dan menjamin hak-hak 

Masyarakat Adat.  

2. Secara Hukum Masyarakat Adat BPRPI telah mempunyai alas hak dalam 

penguasaan Tanah Eks HGU PTPN II di Desa Sampali berupa Akta Konsesi 

Sultan Deli 1989 dan juga Putusan Mahkamah Agung No. 1734K/Pdt/2001. 

Akan tetapi masih terjadi Konflik di kalangan Masyarakat Adat BPRPI 

Kampung Tanjung Mulia Desa Sampali. Jadi perlu adanya  korelasi antara 

lembaga untuk mengawasi tentang Masyarakat Adat, baik itu pihak Eksekutif 
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dan juga Yudikatif dalam penyelesaian Konflik supaya kepastian dan keadilan 

yang didapat oleh Masyarakat Adat, khusunya Masyarakat Adat BPRPI.  

3. Kendala yang dialami oleh Masyarakat Adat BPRPI adalah kendala dalam 

penguasaan secara Fisik, dimana ada terjadi pengklaiman satu sama lain dan 

saling mempunyai legalitas. Jadi diharapkan lembaga yang terkait dalam 

memberikan legalitasnya lebih berintegritas supaya tidak terjadinya tumpang-

tindih pengklaiman kepemilikannya. Kemudian seiring berjalannya waktu 

konflik Agria di Indonesia makin meningkat dan mayoritas korbannya 

Masyakat Adat, Jadi diperlukan suatu Pembentukan Satuan Tugas atupun yang 

disebut dengan sebutan SATGAS oleh pemerintah untuk melawan Mafia Tanah 

yang kerap merebut hak-hak Masyarakat Adat. Kemudian Integritas terhadap 

oknum yang ada didalam lembaga ini diperlukan untuk mendorong Hak-hak 

Masyarakat Adat dalam menguasi nya.  
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Menerangkan Bahwasanya:  

Nama   : Sofyan Muis Gajah  

NPM   : 188400149  
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Hukum Masyarakat Adat BPRPI dalam Penguasaan Tanah Eks HGU PTPN II di Desa Sampali.   
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t:,JJ · <:...:;.r.-.1 Jlu ~! 0!1 l:.~'!'-i.;o- t•::.~L.. 

c,c;'jj ~J l:.~j} ll;.,; cp" 

0!1 

3 

ARTIKEI.. !. 

- .'.' ;., 

{I) . D:zc coocess:e wordt v~rleeod voor. deu t ijd ·: va!': 

.fNev/(.: .. 
. . /'d · t den· dag waarop zij 

ochtcreenvol~:ende p ren, J nga:~.n, e me .. ' · · d . 
door het Hoofd van Gewestclijk 'B:~tuur zal z•;n goc~~:~lce,ur · ; 

(2) ilij overlijdeu van den eonces~ionaris v66r h~t elnd>ge!l. 

voo dcze conccssie, goan zijne rcch ten .~n vcrplichtingen over 

op zijne edgcoomen en rcchtvcrl:rijgenden. · 

AtlTJKJ;!. 2. 

:,.; · 

. " · b k ~p cle bcvocgclhcicl Dezc concess1e moa~t ~:cen 111 reu . , 
van het Ncderlandsch·lndisch Gouverucment, zoo:tls el i.~ in he_t·. 

politick contract ·r;t•t .J>..uk.4-v ~ ~ . 
is, of in nader te s lu iteu contracten z:tl . worden omschre~~n ... 

ARTJKE!. 3· 
. .. ~ ;_ .. ; 
.. ::·.; . 

.. . ;_::.::.: 
. ·: . ·.; . 

(1) De cooccssiooaris zal, biocen ceo jaar na de go~~/ 
];curing vao deze c.o~cessie, ten· genoegeil van . het HoC?td i 

,)ill!-"} IJ.'.:i "-'~'Li..ll.. ~ ~,..i..l t! l:l,..ow · vau Gcwestclijk J3estuur het coucessie·tcrrcin behoorlijk' a(.:: 

l:.~\ J,o; 
1
/ J~.. l:.'~)} \.)).11 c.sf' .. c bai<cocn ~oor plaatsing op de snijpunteu dcr. gr~nzcn' onde.r.Ji~g:·;. 

,J .. . or met rivi:reu en. wegcn, van duurzame- , g~cd z.ichtb~r~ · 
~""!\ ~ J~ t:J_,..;l~ merktcel~enen, zoovcel mogdijk v~.:~J¢0ende . ~"':1 de ~:$chen,· 

gesteld b ij cle ordonnantic . van 16 December I 882. (S :a;~t~blad 

i'tl . · No. 311); z~ll:odc bij gebrelce van die~ deze conccssie do_~·,: *: .clen J'.u.U-fa-f..- ~ ~- .. ··i::;.: 
.Jl:t ~ · . verv•llcn kunnen worclen· verklaanJ: .-: ·;·i·.,· 
';J•.i!4? & l:.~\ .0\:i l:."""l:il;) ~S_; . ~ :.:.>-. (2) De cooeessk>naris vcrbindt zich ·.om, bij voorkom~~,d~ ' 
'> ~ g;eusl:cschillen, onvoorwaardelijk zich te onderwerpen a~1i · 
~~: 1:.1!.1.!-; t:.•l,.:; 

1
f;.l.i c_p• .. -0} L:..,.:;,J J t:.'-!.1 c.;... de uitspraak van het Hoofd van Gewestelijk of, op maehtigi~·g . 

R_' ' J .. · ~ IJ 1 1, Jl.U ~J \'ao dezen, van het Plaatselijk 13estuur, ua ovcrleg met het · 
~~ ; <fr r- Iolaodsch Bestuur. ·: ·: . .' . 
:r~ . 
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ARTJKEL 4· >·:--: :~·:~:·· .. 

[1) Binoeu ·de grenzeo van het concessie· tcrrein gele0en·:; 

gronden, w~ke bij ledeo van de bevolking voor eigen cultuur'. 

in ccbr~ik of voo r wisselbouw bestemd ~ij~, blijv~n·, de~-
Vf.rlan~d, ter besch ikking van de ~ccupantcn. · ' · 

(2) I n ge\'al d ie occupanten buitcn de grenzcn van. het ·. 

conccssie-terrein uiet kunnen beschikkcn over o;enc voor gc~1eld 
dod, naor h:t oorclecl van het l:Joofd van Plaatselijk bestuur,, 

voldoencie uitzestrektheid groud, zal de concessiouaris tiove'n: ··. 

dien toove~l binueo die greozcn gdegcn gronden, te huoncr.: 
beschikking Iaten, dat de voor elk huisgezi11 gcreserveerd< 

oppervlakte e~ne uit~estrektheid hebl>e van vier heetaren.'' :. · 
(3) He t oantal huisgezinnen dat doa rvnor iu. aanmerkiug· · 

komt, wordt om de vijf jarcn op uicuw vastgeslcld. 

(4) Hct is den coueessionaris niet geoorloofd deze doo1 de . . 
bevolkiug reeds geoceupeerde gronden in gcbruik tc nemen, :: ·. 

zel!s ni.ct mot :oestemming de r occupanten, dan · met ·,·e~:: 
guunillg van h~! Hoofcl van Plaatselijk Bestuur. · · · · ' . 

(S) · Die 'f·~./.,, inr; wordt mcdc vcreischt. voor elke ~vcr· 
dracht.,:}l;.n iMnniT,.th,.,t __ , ,,_ -·- . · ·· 
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6rondctl op pcrsot1cn1 die nict tot J c luhrcuuchc bcvolldng 

bc:hoor:n. 

.. ~ . . 
i\1\T!KEL. )· 

(1) Dinnen de ~rcnzen v>n het concessic-terrein voorko

menUc vruchtl.Joomen - wa;anJtHiel\\YOrdt verst:l~n allc oVer· 

j:Jriz planlsoen, wa3rop eigendomsrcchten worden u it~eoc(c:nd, 

d us ook b>mboe, d>d"p en cler;:elijke- zoomcde .boon1cn, 
wa:1rop bijt:nncsten voor!~omen, · rri'ogcn door den cOllcc:Ssioil:Lris 

nict worcJeu f:'Ck:~pt dan nttt toestcmmin~ van de daa~op 

rechlhebbenclen en '" de:en lc hun11en genoe;:en le liebb'en · 

'sch'iiC!e1oosgesteld; voor zoover die boom en st,>n. op door cle 

bevolking ~eoccupeerdc ~ronden, wordC daartoe bovendien 

vcrgu11ning vereischt von het Hoorcl v,n Pl:l>tselijk Desluur. · 

(2) De concession>ri< is jer:en< de rechlhcbbenden op die 

boomen mede gehouden tot vergoeding v>n de evenlu-.el 
da:1r:1:1n door J;cm o( hc:t in .zijn dicnst zijnd pc:rsoned toe te 

brcn!:en schade, wclke v~rioc:ding in het hoogste ressort z"al· 

wor-den bcp»ld door het Hoard ,-~a Pl»lse1ijk Beituur. 

~lochtc: :! bitwc~\ c.Je ~renz~n v:~.n hc!t coucess.ie-lcrrc:in mijn· 

wcrl.:.p:n V:\n in!.lndcrs o( v:1n anC~~e ilersonen voorko·mc:n, 

dan is de: con:essiou:~.ris nict be•toe~d over de' da:~.rvoor 

gcbrui!.:te gronUc:n en de dil:lrbij bc: hoorcnde waterwc:rkcn te 

bcsc!,H:k'!:l , tcnzij i1a veduege:t :oe~~em1.1ing \' Oln recht· 

hebbcndcu en n>d>t deze le huunen g~noegen -d a>rvoor'· zi)n 
seh>deloos gestelcl. .. 1 • 

••• , . • ..... 1:.·· 

·. ·-, .. .. :. . ~" 

(1) Ronciom cle l' >mpo11gs waarv>n de gro11cle n, huize:1 
enz. niet 0\'c:eenl\omsti~ de vicrde <i!ine:l Y:\ll artil\cl 4 door 
dtn conc!'ssion:Lris in ~ebruik zijn gcno:ncu, Iil1, b'dl:llve de 

in cle aline>'> ! en 2 vau dat artikel bedoe1de reserve gronden, 

cen strock grand to t ccn m inimum brC~dte V.ln t W!e honderd 

meters bij een mini mu m oppervlakte, ~:elijk aan on~eveer 

c~:: ~:!.!!:.! . di: ~!:' -:!s~!!lijk~ !:;::_:!!;:'0:1~ I !"1\'!t a! hetgc~n 
d33rop St:l:!.t ter bcschild:ing v~n de bcvolking- ge!;(en worden 
a!s sp<ei>le bmponggrond. · 

-~ (2) De<e t;rontl is ouvervreeindba>r. · Ell:c overe.enl<om~"r, 
.die d:1:1rop int?"rtuk mot:~l(t, is nietig'. Aileen k;tn da:1rop, 
met tocste1:1minS' v.ln de bcvollci:!g en v:tn hct Hoo(d v:m 

PIJ<ltscliik DestuL.:r: uitt()ndering •.'.'orden · toe gel:~. ten w:u;ntcr 

ciat onvcrmij':lelijk is' voo: werken, zco:ds w3te'd.!idi11~en, 

~v.cge!l enz., ten beiK>evc Viln den 'concession:aris. 
: •• s .. = 

AllTIKEL S. 

!-let zol »n de da> rop vol;:ens de ,,;;d,instcllingen ;e~h:t· 
· hebbcnd~ be•;olkil"'~ te :11!.-:u tijd:: vrij ·stO\:ln om in . hct 'no~ 
niet on:gonr:.en gec!cehe \' :11\ lh:t COI\C.!ssi.,:.;erre in, n:1:uur1ijkc 

produelen iu 1"'/;,hmckn, o?k br~.,u- en ' zimmerhciur,' doeh 

'dit ·r1out · :1llc)f!//·oor liaar Ci~en ·gcbruik en inet 'voOrken~:s 

~
. . . 

VJ\1 den /JJ?;' IOII>r:l. , • . . · .' •. , . .,;t ' . . .... 
I 
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11£~:··~- ~---------

Oj J_.:i 

~\_( ~~ .:;I (.:.\\ ,_u· l.Jl ... ' ( ~~ -' .I/ . 

5 

.. ·. 
-~ . . ·'· :. ' . 

·.:·· :.: ·. ~:··. : .. : .. ·:.~ 

A•nm 9 ·. . >'tt~~1~ 
(1) De coucessionaris ·~al boven en behalve ·.de · in:: d.e 

a rlikelen vier en zeveo b.edoelde, voor de be~oJ~;;,g. ··g.~res~_;: 
veerde bouw- co kampot;cgrond)!n , de doo; hein_ · l)·et :,la~.t.S_t 
bebouwd gcwecst zij nde grondet;;: di~ hlj. · g~d~.'S~.d~::·.Jie_t 
cer~tvolgende jaar niet wenscht te beplantco, vo~:.e~p ged_e~l!~ 
t~r beschikkinl( stcllcn van · d!= · b.inn~;o de .. g~en?.c.n·_:.v~_u 
zijn eonccssie-terrein ~:cve~tigde ,bcvo.lking ' om. daarop,', vo?r 
ecn oogst rijst ~f dj>;l'Ocng, dan . wei c-elijlctijdig bei~.c."ge: _ 
wasscn tc plantcn , en zulks zondcr dat het h~m VC~l:~~~ ~~I 
we zen da:lrvoor ccni~e rctributic 'tc vorclc_rc~,. · ~· .. ~·-:~··: . :·;· 

(2) Het in de vori"e alinca. bedoelde ·gcdeelt~. ,za\ '-~i.et 

o1eer behocven te · bedr;gen. d'an d':. hc.lft _va.~.·.: de ~cs_eh,}].'.~-::~~~ 
grooden.. ·, · .~ ~. · · · ·· : .' · :.: .. ~ ... ::· ·.:~:·~~~ .. {':.1~'::·\··:· 
· (3) De hicr bcdoclde·· ~:rondet; ·mogcn" door de .rech~h.:.~: 
beudcn nict worden over!.'edra('eU 00 OCf:iOllen/ dic .niet': tot. 
de inheemsche bevol~ing behoo~e~-. 'd:u; ~_ct ,ve;gu·~~;;i~·':~.;·~-· 

het Hoo(d vau Plaatselijk Bes~u-u~., / · .·. : . . :· ,;,;':.:(J:iiS.f{-n 

AR'J'IKEL J o. · ::: ;,.'':': /~.;.< 

(1) . D e binncn de creuzen vao hc.t co~:~e~~·i~~;e~~-~\~;?·~~ .. 
.:;I Lf_,~ 4-l ~~) .., _ _,. p\i,.U... JL...:i e_,~ 

staande of c ader a!ln .te,leggeu begrailfpl~at;eu, :o~ ·g.~r~:y:~:~.: 
zoomede aile daarin aanwezige plaatsec, :welkc om· a·n~e-~e 

redenen naar de · instelliugec d er Iulaodsche 'beyo.lki.ug_->I; 
gewijde worden beschouwd, zullen. ·door ·den co~c~s.sio~~~is 

. ~·; . 
Il l..~· 

c.r-......., .. - p,;; 
.. w 
'.I r.-r 

~.a.-N 

.JJ t:-J 

I..J'........Zl · 
- '.!' 

l:.u...:,jJ 
- .I• 

. ten strepgste word~n ge~~rbiedigd. · .· .: , .. /-<-" 
(2) \Vaar naar het oordecl van h:t :Hoofd van G~\vestelijk 

Bestuur bchoefte bestaat aan. uitbreiding ~an .b~std;,;d~:::d·~;~ 
wei :.an aanleg vao ~ieuwe .bcgraafplaai~dn, ·~al de':.~~u·~e';: 
siouaris den claarvoor noodig geaehten grond, ·-voor zd;~~-, 
deze. niet door landbouw,etablisse~~nteu of woni;tg~o · oL't·~·~ 
behoeve de r cultuu r van overjarige ge\vass;a . is i~geu~~e·~·, 

zooder .ecuige schadeve:goeding of vcrmioderiug · ·~au·: cij~s 

h<"hikb"' ' ""'" A<T>m. '' .· ··•·• • .. : >::,;,¥~;; 
(1) ·Lang~ alie· in deu .drogru moesson·· gewoonlij·~<~:~·;~;:

houdencle . rivieren eo b~keu (kunstmatige watcrl eiding~·n·,:~~.i!: 
gezonderd) mag_ het houtg~was _tot op ~eo afst~Jid ·van . so 
(viJftig) meters ter weers:ijdcc .. (gemcteu · van af ddn··~'o r,;:;i;Jc'~
oev~rrand), en rondom de in 'den drogen moessoo gew~ci~lij~: 
waterhoudende bronnen .tot op een afstand van 100 '(/tit~ 
lto!lil't-rd) meters niet &ekapt worden dac met vcrgu~ui·,;g:~~~ 
het H oofd van P laats:lijk ' Bestu::t. . · · :·" ·/ \. 

(2) D e concessiouaris is verplieht het kapp·~~·v~~ bo~;;;.~· 
in di e strookeo toe te Iaten, ;vanueer dit d~or. itet :H·o~fd 
v~n Plaatselijk Bcstuur in het algcmceo beiang ooodig '~:orc;l_t' 
geoordeeld . ' 1 

• . : •• "<'.· .. · ·::·' · 

f•l n, '"""''""'~:::": ~:;'""" .. ~ 2~;f'i~.:~ 
t/1 J?~L~ ~-- ~·. ~·. ::.-··::, 

))?.O !!. ;{,;j dezc ;,kte bedoelde concesde-tcrrcin, vo.or l.OOver 
1/J.I./ . . 
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t.JS . .:;\ "'';~· \.)\ }[:: 

_ii\ LJ_;~ 4.J "-:\;. P~-,,.i..G.. ~w u,4 

- ~ 
!"' .• • 

II l.'-=' 

~r.~i. d ... . t:.~}.r. ",\_• ~-- pJG 
:;)~-~ - .:.1;~ ~~ ;;W r,_,

JJ L...J cs .\~ :1 . .5' Jw ..<~ 
" " .. / L..l"' .. g-, 

k~a . ..u 
L · . 

.,).) f:) 
~-,.ki .l .& 

IP~ 

__. . .:;~ ?l~J .~·~:.w,.z. 
,..l~;- J _;;. ._;t...:-z~ 

(;.~}.:-~ 

:. · .. · .. .. ·>·. 

·:~"~' 9 . . . . . .•. .~}~~!~. 
(1) De coumsionaris .'~a\ · b~ve~l .. en beha\v~ .-, ?.~ .'- jO::.:?,e 

arlikelen vier en zeveo b.edoe\de, voor de b~vo\~111g . g~re~.e.r,:. 
·· d • d door hem · het · laatst vccrde bouw- co kamponcgron ~~l, c . , . . ... :. : .. . ,. .. 

.. d d f.- die hoJ' gedurende · het bebouwd gewccst ZIJn c gron e1; . . . , .. : .. . . . • 
eerstvolgendc jaar nict wcnscht tc beplantco, VO?~.ec,p ge~.~~~~~ 
ter bcschil<king stc\lcn van 'd~ · b.i nn~o de . _g_~enT.e.n ,. ,.v~_u 

· • . • • cJ b volldng' om daarop voor zijn conccss•c-ter~t:lll ~cvcst•.g c . . c . .. .. ·. . .. : . . ·:·. 
Cc!n oogst rijst of djo.;:o~nfr, dan wcl g ei!Jki!Jd•g be.'~.c. ~e- . 
wasscn te pl o. ntcn, en zull<s zondc r dat het h~m vc~c~.~~~ ~~~ 
wezen do.o.rvoor ccnif:e rct ributie ' te vorde!c~, · · . · · ; .. ::-:~ : .. :·;·_ 

(2) Het in de vorige alinca b~d~elde · f:~deelt~,. .z:\ '.'!'::t. 
01 eer behocven te · bcdragen. dan de hclft vao de bc~_ch.~!~~-~.r:~· 
grooden.. . • . . ·. >" . :· .'·:·.~~-;_ .. ::·· .~=:·~~~:I"~\'?:~-:. 
· (3) De bier bcdoclde·cr~;de:{ ·mogcn" door de . r:e~h~.~-~~: 
beuden nict worden overt>edr:1~eu O? per;one1~;; di~ ~.iet:}.~t. 
de ioheemsche bevolking bch~ore~, 'dan m.ct .ve~gu·~~i~if:·::Y~~·:-
het Hoofd vau P laaiselijk. Bestuur .. i · · "' · ·:.:' ::·:·?:/)::·. 

. """" , , . ;;:,r;~J;j 
(t ) . De 01nncn de crcuze~ van he.t concessie-terr.:\~1 . .'.~-~e. 

staaode of o:1der a:1n .te. leggeu begra!lfpl~atseu,": o~ g.\~.V..~,".! 
zoomede aile · daarin aanwezige pl:1:1tsec, :welke om· a·n.~_e.~~ 

redenen n:1ar de · instd liugen der Iulandsche 'bc\lolki_og::·als 

gewijde word co beschouwd, zullen . ·door den CC?~c~isio.~~~is 
. ten strepf:ste word~n gee~rbiedigd. · · · · ·" :;::-:;:- ·;~ · 

(2) 'Naar oa:1r h~t oordecl van h=t ·H~ofd van G~\vestelijk 
Bestuur bchoefte bestaat :1an. uilbreidit; g . ~an ,b~s;d~t;?,/~'d'~'~ . . . .. ... . , 
wei aan ao.nleg vao nieuwe bcgraafpl aat~en, zal de'·.C~U7~~; 
siouaris den d:1arvoor noodig geachten grond, .voor zcio~er 
deze niet door landbouwetablisse~·entcu of wonit;f:C:D · or.'ie·~ 
behoeve der cultuur van. o~erjarige gewass;o is iageu·o~e·~·, 
zonder .ecuige schadeve:goediog of verminderiug· 'vao :·.cijos 
bcschikba:1r stcllen. · · · ;_.. · . ; .;. ·.-:'. ;.. 

A"'"" n • i:ft]~;!,~ 
(1) -Lang~ alie'· in deu .drogru moesson'· gewoonlijk_· ".:ater.' 

houdende . rivieren eo b~keo (kuostmatige waterleidinge:n,:;~.i\: 
gezooderd) m:lg hct houlg~was .tot op ceo afst~rld . van . so 
(vij!t/g) meters ier weers:ijdco (gemcteu · van af de·n·· ~'or;;;~lc~· 
oev~rrand), en random de ic ·ci'eri drogen moessoo ge1_voo~lijk: 
waterhoudende bronnen .tot op ecn afstand vatl 100 ·(~ti1~ 
houdad) meters niet f:Ckapt worden dan met vcrgu~oi·l;g:~·~~ 
het Hoofd van Plaats~lijk' Bestu~t. . . · ;· ·~ '/ ~ .. 

(2) De concessiouaris is verplicht bet kapp.~a·v~~ boci;;;e~· 
in die strookeo toe te Iaten, ;vanneer dit door. i1et :}:io~fd 
VifO Plaatselijk Bcstuur in hct algemceo bei~ng noodig \~~~dx 
geoordeeld. ' 

1 
• .: .. -..'.'"·" ~~·'· 

. . ARTI.fE~. ·x2·. . ' • ·.:.'· .:·.':.:/:~~i.it!Z:~·· 
(I) De conccssicnaris z~\, op vorderi_rlg V:lD dcu ·., ::,.. ,:,~ ., :>· . 

/hll

·f). ~~ ·,,; dc-!e:ubda:; ~~· J;.~·; ·:·. :·: .· ·~: ·· 
/ft. , • ~kte bedoclde conces~ie-tcrrcin, vo.or xoover 

. 1 . ... ~·-~--
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, At ;.4 q=?·'-:- l:.'.~ .:.•1,.:; c_u,l .0i.:i 

:1} !J};) 

'-!.;\. . .) -·, 

j/.! -~~j ~ =;;- r:..~;:..·. ::...• ).: . i.r~ ~ ~- -~-:.~~: 

,,jJ . ..... l:i w;..;.. ,.,G..".. .\.:;..: . :~ c.· ""'G 
• I L'" ·~ ~ .,1"' • I .I .... ~ .J 

.tl:.L:Lc ...... 

t,,...oL:; J-01 t~./ '--~~ 
\:.·l.-.::~ :=.-LJ l.J-.) ~ , .. .. ,. ~ . 

: ~ .r-4~ ~l:'· t:.J.~ .:..4 ~L'!_J 
<:.•;4. 01;:; j'J '-'!J ~ t:.'-!1 <:.>~-~ . ~1-'!J 

4-1; .ill' 0 L:5::) 

.~ (V"'-7 i~.~ .. ·-~1 • .; ~l~ ~I c.\.:.:~ ..:J_. 

j:J... t:- <:.•L!.'!'.:.,..} ._IL .0~ l:.'IJ d e:.•,...oL:; 

.. . . , .. 

~ .:.f.+- (:.':'_~\ .....:;~.>;~ 

~;.~} (:..:..l:il;} ,J'-.;.,:J ~ 
, .. .... .. 

G 

behoe•:e der cultuur v:1n overjarlge gewassen is ingeoe>men, 

eene volcloende uitgesue!ctheid, ter \ceuze vo.n het Hoofd 

vo.n Gewestelijk Bestuur, beschikb.aor stellen voor de vestiging 

van Gouvernements- of bestuurseto.blissementen, dan wei vcior 

. ui tbreiding van de bestaood~. 

·. (2) H ij z~l voor de b•schilcbo.arstelling vo.n . die grnnden · 

geen<rlei schadevergocding of verll\indeiing ·van cijns k unnen · 
·"!-~ 

vorderen. 

ARTIKEL IJ. 

De ~onccssior.aris is bcvoegd tot het winnen voor e igen 

geb.ruik van klei, grind, und, kalk- of bouwstcen Cll. d erge· 

lijke niet metaalaardiee stoffcn. 

ARTIKEL 14. 

· · De concpsionoris zal op hot concessie·tcrrein gee_n papav~r: 

planteu teleo. 

ART!KEL 15. 

(t ) Voor de, ioge·:olge deze akte, ttor beschikkfng van 

e:~n 

dog 

-~i'- en Ge 

(3) De c ij os is 'Jc:schuldigd zoodro. · het concessie-jaar is 

ingetrecien en moet u:terlijk drie maanden na aRoop daarvan 
worde:l voldaan. 

(1) K11mt de concessionaris d eze verplichting niet n~, 

ook niet no. eene daarop ;l'evolgde gerech telijke -o.~nmo.nini, 

dan zal drie mao.nden na de betcekening dicr ao.nmo.ning de 

, cooce$sie van rcchtswege verv311en zijn, onverminderd dt 
'verplich'ting van den concessionaris to't vcrgoeding van kos-

teo, schaden en iat~ressen. · 

(S) VMr~itbcto.liog van den cijns voor l~· • 'r dan .~en 
jaar mag ciet plaats \'inden ; ·aile 'h iermede • ·edi~gen 
:ijn oietir; . 

(1) Io c!e:e ecce• 

.. ···· 

. "": ·k~n 
.. ... rdeo b~paald . .. ~ .. . · ·:: ::: . 

., 
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~ 
~..~~ d ,r .....,:..; '""''J .:L:.: ..... ~ -~ 

c';'' ..:..4 "-~..: 
~ ~~.:... ..c,p_;--! {.\;;\ L'-'J -:'; J'\J,-
~ L'-'J ~\ u~ L<;; .)~....:.... LY\.)....o_r. . JL:'J 

~~; ~\ t;.J~ .._..:,I J I.'_~ L'~.:.; L.\_.f ~ 
~\ ,... c,s)J ~:.~.>.of 

~~~~ .;..: r.,u~J ;..,~.,:; &. ~} J,L 
'"'!\ ~' .• : .. -- L.~ IS c).: t.:;>--.,.:; 

1.S c.Af-\ IS & 
.: .; .. -.:.: .. ~!-!.,; L"-!~\) L'~.:..: '..);~ G- ~} 

,:> <::- --~; J.L . u.:-='J \_;.=\J J~ b .~~ ~;\ (:.~ J ~;.-,:'~ {::'. p~ 

[

' ~· _'""'.· 4; ·-~ ('- L'\J f_l;/-- -~ ~;\ ..._w J 

. Y'Jl:; ~;.--:~\; <:>\_.J. 

L.~ .. ~.l. i.. ~); v~ ( 1) ./-- ... ...;:.L~ 

v'=.::..W l:.."·O t;J..:l:: L~~'; u~:i '.!;~ c::;r 
~r.:-='-' \;=\J_r. ~~ ~~ r~ "-..... ,.:;_.:; . 
~-.-i ,,J l'.J:' ._;..;\..i.... c';'' :..:..'-:> ~u.. 

~(,_ /--1 J '-.!\ f::: t:......:i,..:.S 4--:-4 JL 
LJ'\ t~ u\)_\)' ... ..1.~ c)~ ;.4 &. L;..., 

-~ ~c.,- uJ~ ~!: ,.,~;

.. c~b L\...;..1-&S t;.' .. ~\,;i ;~ 

JL 
<.>'~.)-•-~ ~:..J:>lL;

L!~-:'- c.·;~ (:.)\,.1 

~cb.ouwen e a1 i11 rich:ingc:n dc:s,vcrl<ic:~udC". vJn dcu c~nccssi~

uaris over te nemcn te:;:c~ . cc.sl. oud::rling ovcrc:~o lC · kom.cr. 
prijs. , .. _ 

(2) Kucoen parlijcn h~t d~arove r nict ccns worden, d•L 

zulkn die gc:bouwc:n en inrichting.~n gt;taXec!d. w.or~c:!l d.o~ l 
dric schcit.lslicdcn. ~ · · · . ··· . 

(3) De Hchtc:n die de conccssi~naris op die gebouwen cr. 
iurich:inbCI1 k:1n rtocn ~elden vc:rv.:J.IIcn cJoor hc:t vcrlo.op' ~ar 
-.!Cn j;l;lr n:1d.1t bij cxpir;l.tic dc:r concessic: ~c 

J".uffi'~ ~ §.1~· . 
en zijne bctroklccn rijks;:roolen vcrkloord zu\len hcbben niel 

tot ovcrname ~cne~cn tc zijn. . . .. . . 
(4) De voorschrifteu nn de drie vori~e alinc.~'s . var:. d.~: 

:1rtikel zijn ook v:1n Jpepassing indica de C!Jnccssic: ovc~~:n· 
J.:omstig cle . bepa\incen van ariiJ.:cl 1·5 v:tn rer.htswege_ komi 

tc vervallcn . . 

Ar..1'1KEL .24· 

' (t) De i;"cschillen, die n:t:tr a:toleiding ' der bepalir.~~en van 

de orti\.elcn 4, 7 en 9 dezcr al;~e mochten ontstaa1: :i.u\lcc 
in hoo;:sle resso't worden beslist :loor het Hoofd ·,n Ge . 

weslelijk Destuur. 
(2) Alle andere ceschillon, <!i.e r.:tar aanleiding ._ deze 

conccssieakle ~1ochlcn ontst:1an, z~llen worden on~! o rpcr. 
&an de beslissing van drie seheidslieden, waarvan e~ ~a:o •l( 

wijzen cl:lor ie'dcr der. belanghcbbendeo en de derde >r he· 

noold v:tn Gewestelijlc Bcstuur. 

(3) lndien cen der belanf:hebbenden in 'gebrei'e .ft ee1: 
schcidsm:tn oao le w.ljzen, ·en e<n · daartoe door he: :-ioofcl 

van Geweslclijk Uostuur le slcl\en · tcrmijn ongcbn: :. lo.a.t 
\'Oorbijg:t~n. zal de aanwijting van di~n scheid'smao ·m~ . ~· .d.oor 
~enocmc\ Destuurshoofd geschieden. .. ··.' 

(<:) De schoidslicdcn zu\lcn bij mcerderheid van.st~:nmc.r. 

beslisscn en hunne uitspraak zal niet a an hooger bero~F 
onderhevi~ 7.ijn. · · .. : . . 

()) Zij bcpalcn Ievens wie def belaoghebuendeo de k~ster. 
der ~rbitrage or weJk aaudtcl itder van dtzen daarin. zal 
drogen. ··· · .:· .... 

Ar..T!KEL 2) . 

Bij geschilkn omtrent cle uillegging van de in. deze aktc 

· voorkomcnuc tep~lingen is de Neclerlauclsche . tekst voo.c ·ollc 
p~rlijen vcrbindend. 

ARTIKEL 26. 

De l<osten. voor ll~t zc nd~n van ambtenaren, deskund:gen 
of commissiCr1 ter p)aats~lijJ.:e. ~pn:ame, in verband met ·dt 
bcp~lingen cle:er commissic, J.:omen gcheel of ten ·deele . teo 

Jaste van clen conccssionaris, ter beslissiug van het H~~fci 
vau Geweslelijk Bes luur. . 

' . 
Ar.nta:L ~i· 

. ·. ~· 
. .. . ,.M 

binne~ ccn i~:~r 
het : Hoofd v;111 
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'PUTV SAN 

No. 1734 K/Pdt/2001 

DEMI KEADILAN DERDASARKAN KETVHANAN YANG MAI!A ESA 

M}. H KAMA :1 t\ GUN G 

Mcmeriksa pcrkara l'crdata dalam tingknt J..nsasi Ielah mcngambil putusan !;eb;•t;:' i 

bcrikut dalam perkara : . 

- I'crscJ:_oa'n Tcrbalas l'crl<ciJuJ;an Nusaulara ll (I'Tl'N-U) ~liwaki!i 

Dircktu~· Utamanya, lr. E. Sitorus, bcrr.lamat di Jalan Lint.as Medan -

Tanjting Morawa, dalam hal ini mcmbcri kua~a kcpada : I. l'osm:1n 

Nababan, SH, Konsultan Hukum, Pcngacara & Pcnasehat Hulw!n 

PTPN - II, 2. Drs. Rasman Purba, Kcpala Urusan Hukum & Agrari;l 

.Ar·:~fi~':.o. H·--:;d .. 
/ ;;;: ~·. PTPN -II; bcrdasarknn sural kuasa k.h usus No. Il.O/SK/26/2000 tanr~! ·i 
, ~, . . 
.:;-~. "71. ~I , \ i\.,

1 
~-,t~ 28 Nopember 2000, bcrkcdudukan di .JI. Tanjung MoPJwa Mcd.:.n ; 

PTPN- II, 3. Armida Siregar, SH, Pegawai Urusan Hukum & Agraria 

\{ \i;~jfr~"? ' Pcmohon Kasnsi dahulu Tcrgug;1t I /l't!mbanding ; 
'~'- 4
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a khir .a~~'~.:~:ffli~~~:· ;:~:c.·~,_~:..:"-:... ·~~~-'·.::,..:.---------------- ~.:.----
' ~ . '"' .~ . 

-- • • _ ... _. " • ~' • ·-. .... . "~ ..... . # ... - • • • 0 

-1..- Tuan)jALFIA'S¥AHRLN,, ~sa:rj ana .. Ekonpmi ,. lahir d~ Med.an, - -
. • , . . . . ~-~·:;.t"::~""r.-.,Y·' ~: • '·;. ~ ~-.. • ,;., : .• ·. ~ ! . • . " 

/ ... --.. ;I .. ·pag~~;-r~~~~,l~~9&\)'hl~·i~~:r~})p~ef:·l9}0 {s~ri,bu s~whilan-
-= ~- f; ~~·'". ..~.:·::. ·--:..~ .. -~\>i: · · --~::.::·> · · ·- ··.. .· -· . - , t!;Jr~--;--~~-~71- • 

\ .: ~ff~~lt?: .;t\lj-~hf?~~un)., Guru, -. b~rtempat tinggal ~-f -.:~?.f~~;-:;:1.:;::·. 

· \ J~~~bif~:: --~ai:~rf -~L.Ybs·· ·suctar.so Lingkunqan· III;;::_ :~~i~~~-h~~%\ · · .,·~· · 
.'-·. ~--~:.~~·::_-.. /~.--.·~·- -::~?:··. : .. -~ : ·.·: ' _· : . ~ . .-~_~}~ :~~~:1:~~~:~!.-i:-:~~~-.. .; .. ~ 
--:i ,:~;f~a_bith.r.-~-K-~q~)l\a·~~'Q,;:l':t~dan -· D~~i., . pemegang Kartq.:~.T~~{:.,:'.!i~~~)'i : ~:' . . : ~'? ~'''' !; ' ' ·. ;);>' ,,.: ~~71~~~5-1~79~004')'· :~c _______ _::~'$:!!~?: =~~');! 

-;i~!~~r!'~~~~~~~.P_ .·~-~f-: ' l?hir:"did·1edan; pacta tangga:J.. 19 ----

·J;~~b-e.l.'asT -·.Maret L9?8 . ( seribu · sembila~r~tus . tuj ~h 

.~ji,J;ti~::-:8~J:a~an) ./ .• W~.raswast~, .- ~er.t;·~mpat tingga:l'· ~di..._Ja).:On·: ~ -: 

. ~:r;i%~9~ ;"9.~~~r~~~1?t¥J<ii<~~i'"> m" .. ;~JC~~,;h~~ ~a~•["< :::"idi~l ' ; ii 
. _'i\'~-~Ama:i:C!I! :~~d~n~._\~~j:f~,--:PJ:!~~g~hg i···K~r~u-' ra~~~ -;· P~rtci~4.~:1f,;f.~/ .. , d 

. . . . . ~ . ... "#·~. · ~~·->/•t' \ ·:-- t,j. ~:-
. . - NIK: · T2710619037.2"0003; ·· .' - .,.:..:.-·,... "-' --;-;,-'-,------ ...;~--..:--·:....;..:.-__ ...;:. .. 

.. " + ..... • • • ~. • • , ~ • ., • • • ,.. ' • I ,· \;. :. f' ~· • . • ' 

3.- Nona Nomrr ·EVA.~t.·:;~.;:::·\~~i~ . di\ Me?a~, R:a~~- --::-~;-t.,~-- · . - . . . .... - . ....-.... :.. . 
. ... .... :; : - ~ -~ . . ~ · .. ' . !'\, ~- ' 

tanggal 24 · {d~aptflu~. ·~mpa't;), Oktob~r 19~0 -{se'ri~bu -·-:·-7.7· .. 
. ... . . -~ . . 

sembilanratus ·se~1:~anp\.ill1h}, .W±':r:i:rs·wasta, b(e-~--t~mpat .:.·_ 

tinggal di ~ab.up,ate.n Deli S~rdang, Dus~n I' Jalan Sei -

Mencirim, Desa Paya (;eHi, -Kecama:tan S'unggal, pemegang·-

Kartu Tanda Penduduk .N,IK: .. 1-2072.364.10900002; --- ------

~Tuan JAMALUDDIN, lahir ·di Medan, pacta tanggal 13 ----~ 

·~ 
~ --..... 

{. 

1). 

• , 
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;un 

. ' ' . 

NAMA DAN TEMPA~ KEaUDUKAN ------------ ----

------------------------ Pasal 1 -----~------ -- ------ - ----

1 . PBRKUM~~~AN ~ni beroa~a : BAD~ PERJUANGAN. RAKYAT -----
" . :~ . . 

~~~~?U INDONE,SIAc d~lam anggaran das?r ini cukup ---

. disi_ngk,?-t de"·Jafl <~.PRPI), berkedudukar: di Kota !'1edan, 

:-Ja~~n ~L~ Yos . S~darso Lingkungan III, Kelurahan Naba.r, -

~~qamatan Medan Deli. -------- -------------------------
~ . - ' 

2. Ererkumpulan dapat meiJ!buka . kantor cabang atc;tu perwakilan 
. . . .. . . 

di tem~~t . lain ~epe~t~ p~qgur~s -Mil~~~h - dan pengurus --
'· ... . 

- ka;uP,Ol:~g(, .. di . ~.ilayah ·-~~~.ubli~ lndqn~si~ berdasarka_n ----

keputus·an Bengurus derygan -perset,uj uan Rapat· Peng_urus, -
. . . . . ~ ')vtJin'•·J~-·"t -~ ~ 

___ :::~::_~::::::~:a:::n::~==-~~~~~:~~,~~;f\~ 
~--~- ~---~-~- ~7_-.---------- ,Pasal 2 ------------~~-~Lt~----- J ~ .-_ ,, ,.. ~N~,;~: ... ~ ..... ; 

~- . .' - · !.:~ ~;t -~,if.~."< n;-f 
' - . . . • .· . - "\ ,ol""\ .. 4 .... ~~~J ... (,.r'"'"'~: 

•·-... :; ·,Perik.umpul;~m : Q~ra zaskan Pancasila, Undang- Undan'c;f: Dasa·t:t-J::~!... 
~--'-;~-. . /::~;: ~:-: ': ... ;,~- .. :;·::... ... . ; - . . . . --~~-::;~~.t:~:'.> d . 

•·.-.;·=~'-"?:""'"_.·· :~-!(.n!lW:4.~¥..E\ebe.X.sam·a.ajl, Keman:did~·a.n · ' dan ·-se·thaluan·:h-a;a~-: -
.•. -· .. ~ ~· ·r • ··: - .. ,· 
-·--- ;_·::.: _~..::.-=--~ ~~~--. . . . .. ~ . MA.ics6n; dAN .· TUJUAN ~------~---~----~---

: -
J . ' • 

-·~~-~~~----~~~--~-------- Pasal 3 ' ----~-~------~-----------.. ·:· ·; ' · .. · -:. ... .. - . 

. - . P~ . .z::kumpulaJ:) meinimnyai maks"t~d ·mencip~akan kemqlqnuran -~ --
~ .. · .' • I • ' , . ! ' . ' 

·. masyarakat :adat ·: r .akyat . pen~nggu In~_bl)~sia _a.t .as :-R~l}9..~.l_;~l:a.~n . . 

wil~yah ~dat . y_an.g ::.~~_ita:~:r~.:.s~~ta;q~ :-Q·lkrn;··~~~·i§ec~.~a·.:·a~~--1 :-~~:::~· ·;:> 
.. ··:. • . :... • · .. - : • . ... • •. ~ • "\ . ••• - f 

dan tujua·n . perkumpi.Jlan di 'bi~<m_g_ po,l.iEik;·ek'?ri<;>i:ni; q<?~-f~l. _._,_ . · 

dan budaya aga~ .dia'~ui_, dikernbalikann~ia, di.iindun~i -.~an · .;;=

dipenuhinya wilqyah· adat dengan ,si:stein kE!pemild.k~n .. hak :',-...,:, · .. 
.- . . . \,_ 

. komunal .masY.arakat acta·t . rakya-t · .. :p_e~unggu Indonesi~ - __ ___ :.._ _ . 

--------------...:.-.:. -~ ,.. ; K E G_. I A/~\ :-?\ N -------------:---------

----------------- ------- Pasal .!l ;------·-------------~~--.-:- -; . 

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas , Ikatan 

menyelenggar~kan kegiatan sebagai berlkut : - --------- ----

1. Sebagai wadah perjuangan ge~akan masyarakat adat 
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i 
I 

.i,J .. , 

Oa !. ~~ secaf'a _:.sa:--~ rta !;p:::: ~ :...: ~-=-s.a :"!; , 

~~~ 

. -i~ 
~: 

0~Gli'1 · ;· ha·n !,e-. I • .. ' ··; 
... '·, ,~ ~---· ~-! .. " 1Jengu.rusan ~ Ka~an; --------------------·-·--- ' ··. 

·L Se,.q:~~ . .:!~r.'ggota · o~.rha k. untuk. mernperoleh per lindungan dan 
· .. ·~~-: .: . 

~e~~!:l'aat .sesuai d,¢ng~n .pera turan yang ber laku; -------

s··;. S~~~~?~ggp.ta: b'erha.k un~uk rnengikuti kegiatan -------

. :.-pe,i:l:if.i~~atan . penget:~liuan · dan :j_lmiah ser·ta pengembangan -
. . ~·. : .. , --.~~~;~~~ ·~:~:~· ,; . ' ~ · .. .. ~ ~ ·~ 

•. 

·. 

•· .' <;s\.(m.Qe);~:a:)iya:~~fui:ihus·i'Cl:~f'i.s·.i!ka m:~dj_k yang diadakan oleh ---

·. ~~k~;;;~·~'~:~~"r.c:ci~d~~-""~-------~-----~-------c-~--- .t 
, -----..... '="·~,...- ,.-,.---.~ .,.-.---- -KEWAJI·BAN· ANGGOTA ----·--------------~-- ·, 

.· !;\~.:~ j,~-d~:.$~~f4~~~{~i~~-~~-~~-·~:·:· .. ~j~:;;~~~~; -~-~ -·~·------------~~~~/~-;.~~~~:~~ 'J~ 
\ .... 

-- Setiap·~~ri~'~ot'a . p~.i:-Jt;u~p~:L~n · . be_rkewajib,im u · 

·L - Mel}ta;at:i~." ·oan rmelaks'an.~_kan · ~epenuhnya .:-s~~ui< 
Anggaran Da.sar dan Ar;tggai.ari · Rumah 

ketentuan'; ·lain yang·_~telah. ditetapkan 
' '?:,-' • .M.e!J.j'q..ga. ·.clan_:~enj tinj'ung_~fil!-ggi .r:)ama .balk ~ x'ta ' 

... .. . ' . . .. ':: ·~ . ~ . ; 
:. kesadaran · .Yang~, t-iqggi untuk.·:men~em'?ciii·gk·an· .~..:.·~-

·-Perkumpulan mempunyai organ: ,y·an<J· terdiri dari -------.--
a. Rapat pengurus dengan pe;ngawa·s ,. ·anggot~ dan warga i · -~:-

b. Pengurus (pusat, wilayah dan kampong); 

c _ Pengawas yang nama lain disebut .Dewan.· 

-t.rntuk ·organ Pengurus secara terperinci diatur lebih -----
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.. 
.. . . 

. •'·· .. 

·. ' 

··~ •' ' t • • .. .._ Y :':Jl"' - , •-.:"•"' :i,·t ... , ,' ,1\:~C'.'l~ ':~ : · ·-·-.u C,.?.. _ E:::-· .4:'_-'Qt;l<O•· , l ... t~· --=-- -..to c; __ ... - "-' - , 
------------ -- ------- RAPAT' ANGGOTA - ------ - - - ----- -·-~ " · 

---------------------- - Pasal .11 . - -------- - - ------- .,.:._- ~:-

1. 'Rapat ·Anggota r.terupakan peme.$·~:'19 xekuasaan ter~.:i. ny~- :..-
.. •. . . ---~:.. _:..,::.. __ ~gj_ 

Dalqm Perkur;~pulan; ------- ----:-:-""---_- ---.- -' . · · · .. ~ · 

2. i\apat angg.ota Ikatan .'d.~l,a:~s:~:~*k~ri~:d.r.)tuk ;m~~~.Epp}~~n: _:... . ..: 
. ' . .. ' . 

a. Angga.ran dasar·i ~·~n~ga:r:·~n-:': ~1lmi~·h. ·Tangga dc:~n pe~u.ba:~ :'· 
, f ' • ' 

Anggaran dasar/A~9garari· Rumah Tangga; --------- __ ,a 

b . Kebij aksanaan umum dibida~g organisasi, manaj eme,·-

usaha~·~dan pe rmodalan perkumpU'lan~ ----·--- -------.len . 

CJ Pemil1.·han pengangl<atan dan· pemberhentian Pengu;ru: ·- .-
•. 

dan Pengawas; -.-------- ---.:.----------------:......:_·:.. __ ·~s 
-~·:: 

d. Rencal')a ke~ja, rencana anggaran pendapata,r-.-·a~·n:~-· ,s:··; 
-~\~~~-~~ .. ··" .. ... ,, ::tJr 

~elanja Ikatan; 1serta ·P.enges'ahan 'Lapo/·~r;~;~~.u~.n,~~~ .
. .. l;l~f.;~"'?.~~·~~f" ~: .. 

e . . Pengesahan pertanggung jawa'bari ~ Pe'~g·u~u~~~a[~~ ~~::..~ 
• . • .. !~(:.< .... !;_ .,·.-!.f~·~;l-1: . 1 ' 

.. . ~ ., 
. ...... . ;··: 

pelaksanaan tugasn.ya dan·: p:elaksan~an ~P~?~~~~~~~- ·"'"!_ l,).._ 

. . . ~J'P:•.'.. :, .~· . ~~~~~;[!~~ t~mbahan. i~i bHa,>Ikatan ~· m.e·r~gai:igkat ! Perlga~as···t'ete ~; 

f: · Pembri~ian ·keunttnigan · · .:....,~-...;;-...;.:._._. __________ .:..:._ ___ ~~·-·· 
.. ~ i:1 1 '• .• • , 

g . Peng~aoungani·1 pe'leburan, ·pe'rnoagian dan ·peml::luo~'rar-. . 
•• ! ~~ l ··,'!~ata'fi.;, ,.:--:"....-;-!;- --;------~----.-.:..·---·---·-------------:-- an 

·l· ·~-~.~~··.·. ~~~~:~:;~~t:~:~ anggota .• Ikat~n·. ~· ~~-7·~~·-:-~~~--~--~.:..- --. . . 

· 1 - ~ ~ - ~apat· ·A~~g?·~~ ~ dil:akukan ·;~~:~~~~n~~kl.irangn-xa s·eka~i · de:-- . 

·· · j 1 ( satu) tahu'n ---~-----}~,£..;~\::i ~~·: , ' 1· • .. • · :·<.·.: · · · i··;_ da 
. . . . ~ .. . : ,··;;~t··, .. ~,i,~ -:- ,~ ~:7?7-:i:-~-=---~:-.---: .. 

14 . Rapat Anggota dapat dil~k~.l~~hr'~:~~~~:~~ :.'·~~'9g~.u~:9 ·a·ta,u· 

mel9lu'i · perwa·kilao yan~ 'P.e·~~;~~~:~ih'h"y'a~ 'di~e~iuka.n dal 
' ' •: • ~1-..~ • : , ~ ~ I 

·-a~ggaran Das_~r· dan Anggarci'n};~;~~·h.:\angga. _______ :.--

·Is. Ketentuan selanj·utnya meng' e·n:·:~;~; •. . ,·:~· ,. R t 110 gc · · , .~: .. '.~r.-wenangan apa ~"' · 

se):>agai!ll~na-",dimak!lUCt·· ayat 4 .·p·a~;-~ ..• ~ni,: aka'n · dia:tur. di ;r. 
. ji 

dalam Ang~ara~: Dasar, Anggaran Rumah ~angga dan ----

keputusan rapat anggota yang sah dan 
~ei)gikat • ---~ 

... , . 
j ·;, • 

' : 
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" . ' 

. \ 

..... ' .. 

-~---------:-------------- p~:,Sa 1 -1; .--.---:-- .. -----------------·. ·.~ -:..· ~,. . 
. , 
: ... :::. . R.apat F-.r!._gg o"i:a sah jika di.o.ha~li ri · Cleh lebi h d a.ri ~ !sa t L 

• 'A • 

per 1(;i.~a): ;.qar::. j!Jmlah Angga:a lk~.tarr dan disetuj u.!. ,o.!.eh-

le'Qih :.d.ar_i ~ (sa tu ·p.e.r dua) . ·bag~-;;;.n : d_a.r.i j 'Uti!lah anggota·

. :Yang ~ ·ha~~-, k~cl,lal..L. ap.ab.iJ:a . ditentukan lain dalarn - ---

. Angcia·rah:.:.ttasar · ini,· · - ,.. -- -- ------------ --------~--------
• - J -.. ;;: \ • -~ , • ~ • ~ • • 

r 2. . ll.pa.~~:~ .. ~ ~-~_B-<?J;tt&. .. s~b~,g~:ima.i1a;.~.?ir-'l~~s~c;i . d.~iqm ' ;aya t ( 1) 

·· · .. c;l.iof:~-~s -~.t;:i9::;-~ .. ·.~~·r:~eP~i ,.:._ -~_a;/<'ai:· B,c;p,~t·:·, A~.g(J,o.t;a , .t~'.bS,.~bu t 
• • • • L. \ '. • ~-· • ... . . 

d .i,!1.)},1J.~~ ,_?:\[~,,fittk~.~~~J<:'tryj 1;.~ . .,.. ,(.~~pa t . b~-);a S ) , ~ n a:.~f~ . .d <;J;O . - -;: - - .- -:-;- -
I . • • • • 

• •' • •• _; . • ..... • . . · • • /.1 : ..._:: . ... ;\, .. . . ·, ·· .• • • 

·.; . 

, , • : ! ·' ,: . ·>9~l.~.lnba_~;~)..9_~·~,t;~.y.a . .-,JQ:) 1:,-+g'q'_, .puluh.:); · ~<f n:·",1l.I);t..J1_~(.,::.:q~p.fl~ : .::' :-- · . 
' : .. · \ .~.:~_,·;,::~·~··: : {~ .. :· . ~ .. :~ ... -~~/: .~~.<~~~:;.:;~~-Jt .\ .· r.;. ~, ·,.: ·- .~ .. ~. ~.\ .'• , , : - ~ ~ ', ; -~.;~ -:;~-:~3~~:·.~:.:~~fi~~~;~;~_.:l ' .i;.~, . 
· .. ·-:,·:·l:-. .{f,.-:t:·;.Yr _.1· •• ~~-Q.~ar-,d<!-~.<;-~~~aqa_kal'I;.".'.J?.e'.lt,l:C?:!'XSf.g!L):a.n ;.ke.IJiba-_1 ~ . '~ed~a:· ~r<~ L-t,qy~;~.·-~7.;:;r;-:~ .- · 

. :, :··.·.,.; .;·· ·. . . . .. · . . :·. . .::.' . . . . ·· .. ... :··~:.~ ' :.: '· . :: . 
.. :~ ··~.-:~:~-;.:.; j:-: ~. ·-. · f\pa_bl.l:CI. ~Q~~·~<~.t;~a;pa,t . ~.e:~a:~i\1:!-·nya_ ~ s~)?aga_pna.na..:;;ya-!?·Q·;. -: .~,-;:S~":.r:_;:~; ;; .. : · .. 

....-:~~ ... ·· ,,:,~-~··~ ··.•. . ,~ . . - . . • ._ -·:.. . . .. ·. •. ~· :\~d,: . ..::(~· ~ : :~! ·"::~ .... 
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Dokumentasi dengan Bapak Sahruddin   

(Ketua Kampung BPRPI Tanjung Mulia Desa Sampali) pada saat setelah selesai 

Wawancara Riset di Balai Adat BPRPI Kampung Tanjung Mulia.  
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Dokumentasi dengan Bapak Harun Noeh (Tokoh Masyarakat Adat BPRPI) pada saat 

Wawancara Riset di Sekretariat BPRPI SUMUT.  
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